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May 2019, IN ABSENSIA COURT FOR VIOLATORS IN JUSTICE TRAFFIC
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This study discusses about the injustice of in absentia court on traffic
violations in the provision of Article 7 paragraph (1) of the Supreme Court
Regulation No.12 of 2016 which formulates "Appointed judges open a hearing
and decide case(s) without the presence of violator(s)".
This study uses a normative legal method with a statutory approach,
concept approach and case approach. The results of this study reveals that the
Supreme Court Regulation contradicts with the court system and higher
legislation, namely Article 214 paragraph (1) of Law No.8 of 1981 concerning the
Criminal Procedure Code which still opens opportunities for violators to defend
their rights before the trial if they are not guilty and contrary with Article 6
paragraph (1) letter (b) of Emergency Law No.1 of 1951 namely in absensia
courts are permitted provided the defendant has been summoned legally while as
per the rules in Supreme Court Regulation, the offender was not previously
summoned to attend the trial.
Supreme Court Regulation, in the case of proof, uses the theory of
negative proof which is to impose a crime by using 1 (one) piece of evidence
coupled with the conviction of the Judge considering the traffic violation trial
entered into the trial with a quick method. Violation from the violator must also
be proven, not just to prove the offender's actions because even though the nature
is a violation not a crime, but the goal achieved is to keep finding material truth.
The concept of thesis that was offered by Article 7 paragraph (1) of
Supreme Court Regulation concerning Ticketing is "Appointed judges open a
hearing and decide case(s) without the presence of violator, except the violator
declare his/her objection", so the purpose of law is not only legal certainty but
also justice and expediency.
Keywords: Ticketing, In Absensia Court, wrongness of violator should be proven
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1.1 Latar  Belakang
Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia
adalah mengadili seseorang Terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri
oleh Terdakwa itu sendiri.1In Absentia berasal dari bahasa latinAbsentia, yang
berarti tidak hadir.2 Andi Hamzah menambahkan in absentia memiliki nama lain
absentium, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin berarti “dalam
keadaan tidak hadir” atau ketidakhadiran.3Perancis menggunakan istilah absentia
dan dalam bahasa inggris menggunakan istilah absent atau absentie.4
Pengadilan In Absentia adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan
memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh Terdakwa.5
Dasar hukum yang digunakan untuk pengadilanin absentia adalah Pasal 6
ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/1951, LN No.9/1951 yang sudah
disahkan menjadi Undang-Undang. Pasal 6 Undang-Undang darurat ini
merupakan pembaharuan dari pasal 42 sampai dengan pasal 52 Landgerecht
Reglement Stbl. 1914 No. 317, karena Pengadilan Landgerecht telah dihapus.
Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/1951, LN No.9/1951
berbunyi“Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan,
berlalu dalam ketentuan dalam pasal 46 sampai terhitung pasal 52 dari
1 Djoko Prakoso, Peradilan In Absensia di Indonesia (Ghalia Indonesia;Jakarta, 1984). Hlm. 54.
2 Marwan Effendy, Peradilan In Absentia dan koneksitas (Timpani Publising; Jakarta, 2010). Hlm.
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3 Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi (Erlangga; Jakarta, 1986). Hlm. 98.
4 Marwan Effendy, Op.Cit, Hlm. 5.
5Ibid, Hlm. 11.
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Reghlement untuk Landgerecht (stassblad  1914) sedang perkara-perkara itu dapat
diperiksa dan diadili walau Terdakwanya tidak hadir asal saja terdakwa itu telah
dipanggil untuk menghadap dengan sah.6
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas
ketentuan mengenai pengadilanIn Absentia, baik didalam ketentuan pasal-pasal
maupun didalam penjelasannya. Namun secara tersirat tercatat didalam rumusan
pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:
Pasal 196 ayat (1) :“Pengadilan memutus semua perkara dengan hadirnya
Terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain”.
Pasal 214 ayat (1) :“Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir kesidang,
pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan”.
Menurut Yahya Harahap “pasal 214 KUHAP, apabila Terdakwa atau
wakilnya tidak datang, pemeriksaan dilanjutkan. Tidak perlu ditunda dan
dimundurkan pada hari sidang yang akan datang. Ketentuan ini
bersifatimperatifdan bukan fakultatif. Asal Terdakwa atau wakilnya tidak hadir
atau tidak datang menghadap, pemeriksaan mesti diteruskan”. Dalam pasal 214
ayat (1) KUHAP tidak terdapat kata pemeriksaan “dapat” dilanjutkan, tapi
kalimatnya berbunyi “pemeriksaan perkara dilanjutkan”.7
Norma hukum dari rumusan pasal 214 ayat (1) UU No. 8 tahun1981 yakni
sidang tilang tetap dapat dihadiri oleh Pelanggar dan jika pelanggar tersebut tidak
hadir maka sidang perkara dilanjutkan, dengan kata lain pelanggar yang merasa
tidak bersalah dapat hadir dipersidangan dan mempertahankan haknya.
6 MR. R. Tresna, Komentar atas HIR (Pradnya Paramita; Jakarta, 1975). Hlm. 39.
7Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang
pengadilan, banding, kasasi dan PK (sinar grafika offset, Jakarta, 2005).Hlm. 437&438.
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Secara Formil Pemeriksaan perkara pelanggaraan lalu lintas acara
pemeriksaannya dilakukannya secara cepat. 8 Pelanggar di persidangan akan
dikonfirmasi apakah yang menghadiri persidangan pelanggar yang dimaksud
ataukah kuasanya. Apabila di hari persidangan pelanggar yang menghadiri sidang
sekitar 300 (tiga ratus) orang, pastilah membutuhkan waktu lama untuk
menyelesaikan persidangan sehingga menghilangkan asas didalam pemeriksaan
perkara tilang yakni persidangan cepat.
Kondisi yang demikian akan mengakibatkan 2 (dua) kerugian, yakni
persidangan dapat tertunda karena menunggu Hakim yang bersangkutan
menyelesaikan sidang tilangnya. Kerugian ke-2 (dua) adalah Pelanggar sendiri
karena pelanggar tilang memiliki berlatar belakang pekerjaan beragam seperti
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Petani bahkan anak sekolah yang tidak dapat
memaksimalkan waktu yang dimilikinya karena sedang mengikuti persidangan
tilang.
Pelanggar tilang yang waktunya banyak terbuang percuma karena
mengikuti sidang tilang akan mengambil jalan pintas dengan meminta bantuan
kepada calo tilang untuk tidak mengikuti persidangan, walaupun dengan
konsekwensi membayar uang jasa kepada calo tersebut.
Berdasarkanpelanggaran hukum dan kurang efektifnya persidangan tilang,
dibutuhkan suatu terobosan penindakan tilang yang lebih praktis. Hukum harus
bisa mengakomodir kehendak dari masyarakat seperti pendapat Satjipto Rahardjo
yang menyatakan “setiap kali manusia menghendaki dan membutuhkan, hukum
8Paragraf 2 (dua) bagian ke-6 (enam) Bab XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
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akan berubah.Hukum menjadi tunduk pada kehidupan sosial manusia yang jauh
lebih luas”.9
Negara Indonesia adalah negara hukum, peran aktif masyarakat untuk
membuat hukum menjadi lebih baikjangalah dianggap sebagai intervensi terhadap
hukum yang membuat hukum terbelenggu.Tuntutan masyarakat yangpositif
haruslah diakomodir.
Mahkamah Agung sebagai insitusi tertinggi lembaga yudikatif selain
Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan membuat regulasi  telah
membaca fenomena tersebut dan telah mengantisipasinya dengan menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung No. 12 tahun 2016 tentang  Tata Cara Penyelesaian
Perkara Pelangaran Lalu Lintas (untuk selanjutnya disingkat menjadi PERMA
tentang Tilang).10
PERMA tentang Tilang pada konsideran huruf (D) menyatakan bahwa
penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu-lintas tertentu selama ini
tidak optimal sehingga perlu dilakukn pengaturan agar keadilan & pelayanan
publik dapat dirasakan masyarakat atau pencari keadilan.11
Mahkamah Agung sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif
tidaklah menutup telinga dan siap menerima kritikan dan akan berusaha
memperbaiki kinerjanya agar dapat mengambil hati para pencari keadilan.
Kritikan membangun salah satunya yang pernah disuarakan oleh Lembaga
Bantuan Hukum Jakarta “Kondisi peradilan di Indonesia dibawah Mahkamah
9Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum ditengah arus perubahan(Surya Pena Gemilang, Malang,
2016).Hlm.4.
10PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.
11Ibid.
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Agung semakin memprihatinkan. Dalam kacamata Lembaga Bantuan Hukum
Jakarta, Kekuasaan Kehakiman Indonesia masih belum merdeka dari suap,
korupsi,kolusi,nepotisme (KKN) hingga mall-administrasi, ujar Direktur LBH
Jakarta Al Ghifarry Aqsa dalam siaran pers yang diterima DetikCom”.12
PERMA tentang  Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelangaran Lalu Lintas
haruslah diapresiasi akan tetapi setelah peneliti membaca dan mendalami  bunyi
pasal demi pasal dari PERMA No. 12 tahun 2016,terdapat pasal yang dapat
menimbulkan ketidakadilan yakni pada pasal 7 ayat (1) yang rumusannya
adalah“Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa
hadirnya pelanggar”.13
Rumusan pasal tersebut sudah sesuai dengan asas didalam Hukum Acara
Persidangan di Indonesia yakni terselenggaranya persidangan sederhana, cepat
dan biaya ringan.14
Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 tahun 2016 (selanjutnya disebut perma
tilang) menganut asas strict liability.Model tanggungjawab sricht liability ini
memunculkan tanggungjawab seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa
mempersoalkan kesalahan Pelanggar.
Strict Liability dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan
tanggungjawab mutlak. Selain  itu diterjemahkan pula dengan istilah
tanggungjawab seketika dan langsung.15
12http://m.detik.com/news/berita/3278819/71-tahun-ma-kondisi-peradilan-semakin-memprihatinkan.Diakses pada hari
Jumat tanggal 19 Agustus 2016, pukul 11:54 wib (online).
13Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 tahun 2016.
14Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
15 Imamulhadi, Perkembangan prinsip strict liability dan precantionary, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25 ( Bagian
Hukum dan Pembangunan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Oktober, 2013). Hlm. 419.
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Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan
prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability).Kendati demikian ada pula
para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.Ada pendapat yang
menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan
kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan.Namun ada pengecualian-
pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab,
misalnya pada keadaan force majeure.Sebaliknya absolute liability adalah prinsip
tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E.
Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini
tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab.16
Asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum pidana
Indonesia hanya dikenal sebagai doktrin namun dalam praktiknya asas strict
liability sering digunakan dalam perkara pelanggaran lalu lintas.Strict liability
dinyatakan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault).
Hal ini berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan
perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat
sebagaimana sikap batinnya.17
Hukum materil yang kita anut telah membagi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) menjadi 3 (tiga) buku, dimana pada buku ke-3 (tiga)
adalah tentang pelanggaran yang pengaturannya mulai dari pasal 489 KUHP
sampai dengan pasal 569 KUHP.
16 E. Suherman, Masalah Tanggungjawab pada charter pesawat udara dan beberapa masalah
lain dalam bidang penerbangan(kumpulan karangan).(Alumni, Bandung, 1979). Hlm. 23.
17 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict
liability dan Vicarious Liability).(Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996). Hlm. 13.
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Tindak pidana pelanggaran, umumnya norma-norma pidanannya tidak
tampak, apakah sengaja ataupun alpa, yang menjadi syarat sebagai elemen
kesalahan; Sedang pada tindak pidana kejahatan unsur kesalahannya, baik
kesengajaan ataupun kealpaan itu tampak. Meski demikian sesuai putusan Hoge
Raad der Nederlanden 14 Februari 1916, NJ 1916, unsur kesalahan pada tindak
pidana pelanggaran itu perlu, dan kalau tidak ada sama sekali kesalahan maka
terhadap pelakunya harus diberikan pembebasan dari tuduhan, ini sesuai dengan
prinsip, tak dapat dihukum jikalau tidak ada kesalahan.18
Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini,meskipun diakui keberadaannya di
KUHP, tetapi tidak mendapat tempat dalam aturan umumnya.19
Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merasa tertarik dengan sistem
pengadilan in absensia yang bagaimana yang dapat diterapkan di Indonesia
beserta hakikat pembuktiannya dan rumusan yang ideal pidana pelanggaran lalu
lintas didalam Perma No. 12 tahun 2016 yang bukan hanya mengejar kepastian
hukum semata, namun juga tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan
kemanfaatan.
1.2 Rumusan Masalah
Penulisan tesis ini agar lebih fokus didalam pembahasan akan dikemukakan
beberapa permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan tersebut adalah sebagai
berikut:
18 M.H Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana (Fasco, Jakarta, 1955). Hlm. 59.
19 Barda Nawawi Arif, Perbandingan Hukum Pidana (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994). Hlm.
25.
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1. Bagaimanakah sistem persidangan in absensia terhadap pelanggaran lalu
lintas di Indonesia?
2. Apakah hakikat pembuktian didalam pidana pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana seharusnya rumusan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 tahun
2016 yang paling ideal bagi pelanggar?
1.3 TujuanPenelitian
1. Untuk dapat menganalisis sistem persidangan in absensia terhadap
pelanggaran lalu lintas di Indonesia.
2. Untuk dapat menganalisis secara yuridis, hakikat pembuktian yang
diterapkan didalam pidana pelanggaran lalu lintas.
3. Menemukan dan merumuskan pasal 7 ayat (1) PERMA tentang Tilang
yang ideal sehingga penerapannya bukan hanya memenuhi prinsip
kepastian hukum akan tetapi juga prinsip keadilan dan kemanfaatan.
1.4 Manfaat  Penelitian
1. Manfaat teoritik
Untuk menambah wawasan keilmuwan dengan dasar peraturan
perundang-undangan bagaimana seharusnya peradilan in absensia yang
benar berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
2.1 Bagi Pelanggar
Memberikan kepastian hukum kepada pelanggar apabila dilakukan
penindakan di jalan raya oleh Polisi lalu lintas dengan tuduhan
melanggar pasal-pasal didalam undang-undang serta apabila pelanggar
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merasa dirinya tidak bersalah pelanggar masih dapat membuktikan
dipersidangan kalau dirinya tidak bersalah.
2.2 Bagi Hakim
Hakim-hakim di Indonesia agar jangan menjadi corong undang-
undang yang hanya mengejar kepastian hukum dan meninggalkan rasa
keadilan serta kemanfaatan.
2.3 Bagi Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dapat menerima saran dan masukan agar dapat
merevisi Peraturan Mahkamah Agung tentang Tilang, karena dengan
berlakunya pasal tersebut, pelanggar dapat dipidana tanpa didengar
terlebih dahulu keterangannya dipersidangan.
2.4 Bagi Masyarakat Pemilik Kendaraan
Masyarakat pemilik kendaraan agar tidak ragu mendatangi ke
Pengadilan jikalau ada hak-haknya yang dilanggar terkhusus didalam
perkara pidana lalu lintas.
1.5 OrisinalitasPenelitian
Judul yang penulis pilih adalah “Peradilan In Absensia Bagi Pelanggar
Didalam Perkara Lalu Lintas Yang Berkeadilan“, dimana produk hukum yang
dikritisi adalah pasal 7 ayat (1) PERMA tentang Tilang.
PERMA tentang Tilang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung,
Muhammad Hatta Ali pada tanggal 9 Desember 2016.
Empat langkah untuk mengetahui apakah tulisan kita orisinal atau tidak,
yakni dengan cara:
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1. Persamaan dengan tulisan orang lain
2. Perbedaan dengan tulisan orang lain
3. Kontribusi tulisan kita
4. Pembaruan tulisan kita
Bahwa setelah melalui penelusuran, didapati 3 (tiga) tesis yang objek
penelitiannya adalah tentang penegakan hukum dibidang lalu lintas yaitu: oleh
Bima Anggarsena, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro,
Semarang, tahun 2010. Burhanudin, program magister ilmu hukum, Universitas
Diponegoro, Semarang, tahun 2003 dan oleh Antonius Anang, program magister
ilmu hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2013;
Persamaan dari penulisan dengan Bima Anggrasena adalah tentang
pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan terhadapnya dilakukan
proses hukum oleh penegak hukum.
Perbedaannya adalah tentang penegakan hukum yang dilakukan terhadap
pelanggar. Tesis dari Bima Anggarsena Fokus pada penegakan hukum oleh Polisi
Lalu lintas agar tingkat kecelakaan di lalu lintas menurun sedangkan pada
penelitian ini difokuskan kepada lembaga pengadilan dalam menindaklanjuti
pelanggaran tilang yang dilakukan oleh Polisis Lalu Lintas di jalan raya.
Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan wawasan bahwasannya
dengan berlakunya pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang yang menghilangkan
hak pelanggar didepan persidangan tidaklah dapat dikenakan terhadap semua
perkara pelanggaran lalu lintas, sifatnya adalah kasuistis, apabila pelanggar yang
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merasa dirinya tidak bersalah dan akan mempertahankan haknya dimuka
persidangan tetaplah dapat dilakukan oleh pelanggar.
Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya PERMA tentang Tilang yang
kelebihannya adalah menegakkan asas persidangan mudah, cepat dan biaya
ringan.
Persamaan penulisan tesis ini dengan Burhanudin adalah tentang pelanggar
yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan terhadapnya dilakukan proses hukum
oleh penegak hukum.
Perbedaan penulisan Peneliti adalah tentang dasar hukum berupa peraturan
perundang-undangan yang digunakan. Tesis dari Burhanudin, Undang-Undang
yang digunakan adalah Undang-Undang tentan Lalu-lintas dan Angkutan-Jalan
sedangkan pada penelitian ini, peraturan yang digunakan pasal 214 ayat (1)
tentang KUHAP dan pasal 7 ayat (1) PERMA tentang Tilang.
Kontribusi penelitian ini adalah memberikan penambahan wawasan aturan
hukum yang digunakan didalam praktek apabila pelanggar yang akan
mempertahankan haknya dimuka persidangan ataukah menutup sama sekali
peluang pelanggar mempertahankan haknya dimuka persidangan.
Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya PERMA tentang Tilang yang
keberlakuannya bisa meminimalisir pungutan liar oleh oknum Polisi Lalu Lintas
maupun oleh oknum aparat Pengadilan.
Persamaan penulisan tesis ini dengan Antonius Anang adalah antara
penulisan tesis antara penulis dan Antonius Anang, sama-sama mengangkat
penegakan hukum pidana tilang.
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Perbedaan penulisan Peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh
Antonius Anang dilakukan secara empiris, terbatas pada kabupaten Semarang.
Kontribusi penelitian ini adalah memberikan penambahan wawasan aturan
hukum yang digunakan didalam praktek apabila pelanggar yang akan
mempertahankan haknya dimuka persidangan ataukah menutup sama sekali
peluang pelanggar mempertahankan haknya dimuka persidangan.
Kebaruan dari penelitian ini adalah adanya PERMA tentang Tilang yang
keberlakuannya bisa meminimalisir pungutan liar oleh oknum Polisi Lalu Lintas
maupun oleh oknum aparat Pengadilan.
Perbandingannyaapabila dibuat sebuah pada sebuah tabel akan terlihat
sebagai berikut dibawah ini:

















































































































































































Berdasarkan uraian diatas Penulis yakin karya tulis berupa tesis yang akan
dikerjakan oleh Penulis selain aktual juga tidak mem-plagiat karya tulis orang lain
sehingga orisinalitas karya tulis ini dapatlah dipertanggung-jawabkan.
1.6 Kerangka Teoritik dan Konseptual
1.6.1 Kerangka Teoritik
Goethe menyatakan suatu teori sebagai pisau analisis sifatnya adalah
subjektif bagi pengguna teori tersebut.Suatu teori mencakup analisis konseptual
atas hukum (pengertian, asas, kaidah, sistem hukum dan sebagainya).20
Penulisan tesis ini, Peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut:
1.6.1.1 Teori Tujuan Hukum
Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
(gustaf radbruch :gerechtigkeit,rechtssicherheit,zweckmobigkeit) adalah 3 (tiga)
teminologi yang sering dilantunkan diruang-ruang kuliah dan ruang peradilan,
namun belum pasti dipahami hakikat atau disepakati maknanya, Keadilan dan
kepastian hukum misalnya. Sekilas ke-2 tema itu berseberangan, tetapi boleh jadi
tidak demikian.Kata keadilan dapat menjadi terma-analogi, sehingga terjadi istilah
keadilan prosedural, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan
vindikatif,keadilan substansif dan sebagainya.Keadilan prosedural, sebagaimana
diistilahkan oleh Nonet&Selznick untuk menyebut salah1 (satu) indikator dari tipe
hukum otonom, misalnya setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi
20Isrok, Masalah hukum jangan biarkan sesuatu yang sepele,menyoal the devil is i the detail
sebagai konsep teori,(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017).Hlm. 97.
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tegaknya rule of law.Jadi pada konteks ini kepastian hukum dan keadilan tidak
berseberangan melainkan justru bersandingan.21
Keadilan dan kepastian adalah 2 (dua) nilai aksiologis didalam
hukum.wacana filsafat hukum sering mempersoalkan ke-dua nilai ini seolah-olah
keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai
pncarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.22
Idealnya Teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch dapat diterapkan
didalam setiap kasus akan tetapi kalau terjadi pertentangan terkhusus didalam
penelitian normatif ini, dari ke-3 (tiga) tujuan hukum tersebut, keadilan mana
yang akan diprioritaskan.
Keadilan adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap manusia apabila
diperhadapkan dengan suatu perkara. Keadilan sendiri merupakan salah satu
tujuan hukum disamping kepastian hukum dan kemanfaatan menurut Gustav
Radbruch.
Seorang pelanggar yang diputus bersalah dengan dijatuhi pidana denda
padahal yang bersangkutan sebelumnya tidak diberikan kesempatan untuk
mempertahankan haknya dimuka persidangan, apakah yang demikian dapat
dikatakan adil ?.
Hans Kelsen membagi keadilan dalam beberapa segi. Salah satu
diantaranya adalah Keadilan legalitas. Keadilan Legalitas, suatu peraturan umum
dikatakan adil apabila benar-benar diterapkan pada setiap kasus yang menurut
21Sidharta, Reformasi peradilan dan tanggungjawab negara, Bunga rampai Komisi Yudisial,




isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu praturan umum adalah “tidak adil”
apabila diterapkan pada satu kasus dan tidak difungsikan pada kasus lain yang
serupa. Keadilan dalam arti legalitas merupakan suatu kualitas yang ber-hubungan
tidak dengan substansi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan
penerapan-nya.Keadilan ini adalah keadilan berdasarkanhukum.Pernyataan
perbuatan seseorang itu adalah adil atau tidak adil dalam arti berdasarkan hokum/
tidak berdasarkan hukum.23
Hans Kelsen selanjutnya menyatakan “bahwa tidak akan mungkin ada
tatanan yang “adil”, yakni tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap
orang bila kita mendefinisikan konsep kebahagiaan menurut pengertian aslinya
yang sempit tentang kebahagiaan perseorangan, mengartikan kebahagiaan
seseorang sebagai apa yang menurutnya memang demikian. Karena itu, kemudian
tidak dipungkiri bahwa kebagiaan seseorang, pada suatu saat akan bertentangan
secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi tidak mungkin adanya suatu
tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha
menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang, melainkan kebahagiaan sebesar-
besarnya bagi sebanyak mungkin individu”.24
Seandainya ada suatu keadilan yang dapat diketahui secara objektif, maka
tidak akan adahukum positif dan oleh karena itu tidak akan ada negara, karena
tidak akan perlu memaksa orang menjadi bahagia. Suatu keadilan tidak dapat
23 H.P Panggabean, Op.Cit, Hlm. 5-6.
24 Hans Kelsen, Teori Hukum dan negara, Nusa media, Bandung, 2016, hlm. 17.
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didefinisikan dengan jelas.Bahwa keadilan adalah suatu cita-cita yang tidak dapat
dicapai dengan pengetahuan manusia.25
Keadilan yang peneliti maksud disini adalah upaya pelanggar dapat
mempertahankan haknya didepan persidangan, sebagaimana Teori Keadilan
menurut Ulpianus  “Justitia est perpetua et voluntas jus suum cuique tribundi”
yang memiliki artiKeadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap
untuk memberikan kepada orang yang menjadi haknya.26
Negara hadir adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap
orang yang membutuhkan dan bukan malah berbuat semena-mena dengan
menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh keadilan.
Idealnya tujuan hukum adalahuntuk mewujudkan rasa keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan dan sebagaimana teori tujuan hukum menurut Gustav
Radbruch.
Azas legalitas merupakan roh dari upaya pengejaran kepastian hukum.
Asas ini oleh Von Feurbach dirumuskan dalam adagium “no punishment  without
law, no punishment without crime, no crime without punishment”.27
Syarat-syarat untuk mencapai kepastian hukum sebagaimana yang
dikemukakan Rachmad Safa’at, yaitu :28
1. Jelas dalam perumusannya (unambiguous);
25 Ibid, Hlm. 7.





2. Konsisten dalam perumusannya  baik secara intern maupun ekstern.
Konsisten intern mengandung makna bahwa didalam peraturan
perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik
antara kaidah-kaidahnya,kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara
ekstern adalah harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-
undangan;dan
3. Penyusunan bahasa yang mudah dimengerti yaitu menggunakan bahasa
atau istilah umum yang digunakan masyarakat. Tetapi tidak berarti bahasa
hukum tidak penting. Bahasa hukum baik dalam arti striktur,peristilahan,
atau cara penelitian tertentu harus digunakan secara ajeg karena
merupakan bagian dari upaya menjamin terwujudnya kepastian hukum.
Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn dapat diartikan dari beberapa
segi. Pertama : Kepastian Hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang
berlaku untuk masalah-masalah yang kongkret. Kedua ; Kepastian hukum berarti
perlindungan hukum.Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat
dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.29
Menurut Peneliti kepastian Hukum menurut Apeldoorn adalah untuk
melindungi para pencari keadilan terhadap Putusan Hakim yang keluar dari
rumusan ketentuan Undang-Undang. Hakim haruslah patuh dengan ketentuan
Undang-Undang dan jika Putusan Hakim keluar dari ketentuan Undang-Undang
maka putusan Hakim tersebut sudah tidak memberi kepastian hukum;
29 Peter Mahmud Marzuki,op.cit, hlm.98.
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Charles des Scondat Baron de la Brede et de Montesqiue menyatakan
didalam bukunya “L’Esprit Des Lois” adalah Les Judges de la nation ne sont que
les boches qui prononcent les paroles de la loi: des etres inanimes qui nen
peuvent moderer ni la force nila rigueur” yang memiliki arti “para Hakim bangsa
ini bukanlah mulut-mulut yang hanya mengucapkan kata-kata dalam Undang-
undang;ada suatu kesadaran bahwa mereka tidak dapat membelokkan kekuatan
atau kekerasan kata-katanya”30dan “il n’y a pas de lois;le juge est lui-meme sa
regle” yang memiliki arti “Tidak ada Undang-undang, Hakim itu sendiri
merupakan Undang-undang".31
Salah seorang perancang code civil Robespierre menyatakan “apa yang
tertulis dalam Undang-Undang merupakan apa yang dikendaki oleh rakyat
melalui wakil-wakilnya, Oleh karena itulah tidak boleh ditapsirkan oleh Hakim”.
Sedangkan Portalis lebih realistis bahwa “tidak mungkin pembuat Undang-
Undang mengetahui segala hal”.32
Pendapat ke-2 (dua) orang tokok diatas yakni Montesque dan Robespierre,
merupakan tokoh yang mengutamakan kepastian hukum dari pada prinsip
keadilan.
Ted Honderich menyatakan, suatu pidana dapat disebut sebagai alat
pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:33




33Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan
konsep KUHP baru), Prenadamedia, Jakarta, 2016 , hlm. 35.
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2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih
berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu
tidak dikenakan.
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan
bahaya/kerugian yang lebih kecil.
Bertolak dari pendapat Ted Honderich diatas dapat pula ditegaskan, bahwa
“pendekatan rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan
kemanfaatan/kegunaan (utilitas)”. Sehubungan dengan hal itu, Jeremy Betham
pernah pula menyatakan bahwa “pidana janganlah diterapkan/digunakan sebagai
“groundless, needless,un-profitable or inefficacious”.34
Secara etimologis,penyebutan atas utilitarian berasal dari bahasa latin dari
kata utilitas, yang berarti useful (berguna,berfaedah dan menguntungkan).35
Peraturan perundang-undangan dikatakan baik apabila menghasilkan atau
menciptakan kebahagiaan. Sebaliknya apabila Peraturan tersebut menyebabkan
terjadinya hal yang tidak baik,tidak bermanfaat,merugikan,maka Peraturan itu
dinilai tidak baik. Karena itu, benar atau tidaknya sesuatu Peraturan diukur dari
kemanfaatannya.
Berlakunya PERMA tentang Tilang yang norma hukumnya melarang
keberatan dari pelanggar untuk disidangkan apakah menciptakan kebahagian para
pelanggar ataukah menimbulkan kekecewaan dihati para pelanggar.
34Ibid, hlm. 36.




Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang
menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang
pengadilan.Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian
mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem
pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau
teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime
atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction
rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas
tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori
Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut
oleh undang-undang secara positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam
undang-undang secara negatif.36
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di anut di-Indonesia
menggunakan teori pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie disebabkan
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.37
36 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana(Alumni, Bandung, 2011). Hlm.11.
37Pasal 183 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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Berlakunya Perma tentang Tilang yang langsung menjatuhkan pidana
denda kepada pelanggar tanpa terlebih dahulu dipanggil kepersidangan untuk
didengar keterangannya sangat bertentangan dengan ketentuan didalam KUHAP.
1.6.1.3 Teori Pemidanaan.
Teori-teori pemidanaan menjelaskan dasar pembenaran ilmiah penjatuhan
samksi pidana termasuk adanya pandangan yang menentang pemidanaan baik
yang bersandar pada keberatan religius, keberatan biologis dan sosial. Teori–teori
pemidanaan dapat diidentifikasi dalam tiga teori utama.38
A. Teori Absolut/ Teori pembalasan (vergelding theorie).
Teori Absolut/teori pembalasan (vergelding theorie); Intinya, teori ini
menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena sipelaku telah
melakukan kejahatan atau tindak pidana.Jadi hakikat dari pemidanaan hanyalah
pembalasan. Menurut Vos, sebagai dikutip Andi Hamzah, teori pembalasan
absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan
subjektif penekanannya bahwa penjatuhan sanksi pidana hanya pada kesalahan
pelaku. Pemidanaan pembalsan objektif ditekankan pada pembalasan terhadap apa
yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar.39
Nigel Walker, menamakan teori absolut dengan teori retributif, dibedakan
atas retributif murni dan tidak murni. Retributif murni memandang bahwa
sanksipidana harus sepadan dengan kesalahan.Retributif tidak murni
dikelompokan, yaitu: 40
38Jan Remelink, Hukum Pidana; Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan
padanannya dalam KUHP Indonesia (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003). Hlm. 594-595.
39I Dewa Gede Atmadja dkk, Teori-teori Hukum (Setara Press, Malang, 2018).Hlm. 175.
40Ibid, Hlm. 175-176.
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1. Teori retributif terbatas (the limiting retribution) yang berpendapat bahwa
sanksi pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Namun yang penting
bahwa kejahatan itu menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan. Sanksi
pidana tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan
pelanggar.
2. Teori retbusi distribusi (retribution in retribution), pemidanaan tetap
dirancang sebagai pembalsan, tetapi harus ada batas yang tepat dalam
retribusi beratnya sanksi.
B. Teori Relatif (Doel Theorien)
Teori relatif/tujuan bertumpu pada tiga tujuan utama, yaitu pencegahan
(prevention), menakut-nakuti (deterrence), reformation.41
Menurut Zevenbergen sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro,
bahwa penjatuhan sansi pidana dalam hal tujuan memperbaiki si pelaku,
mencakup tiga sasaran penting yaitu: (i) perbaikan yuridis agar sikap si pelaku
menaati undang-undang; (ii) perbaikan cara berfikir agar si pelaku insyaf akan
jeleknya kejahatan; (iii) perbaikan moral agar si pelaku dari sisi nilai kesusilaan
memiliki menjadi orang yang bermoral baik.42
C. Teori Gabungan/Modern (Vereniging Theorien)
Menurut van Hamel dan van List sebagai pelopor teori gabungan/modern,
ada tiga prinsip utama, yaitu:43






2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi;dan
3. Pemidanaan merupakan sarana paling efektif bagi negara/pemerintah
untuk memberantas kejahatan, karena itu penjatuhan sanksi pidana
harus dikombinasikan dengan upaya sosial lainnya.
Penulis mengambil teori pemidanaan dalam membedah permasalahan
karena berdasarkan Perma Tilang mengharuskan Hakim menjatuhkan pidana
(pemidanaan) tanpa dibuktikan kesalahan pelanggar terlebih dahulu.
1.6.2 Kerangka Konseptual
1.6.2.1 Peradilan In Absensia
Istilah Pengadilan hendaknya dibedakan dengan istilah peradilan, istilah
pengadilan berasal dari kata “adil” memperoleh imbuhan dan awalan (prefike),
“Pe” dan akhiran (sufiks) “An”. Pengadilan terjemahan dari Court, menunjuk
pada wadah, badan, lembaga atau institusi. Sedangkan Peradilan terjemahan dari
judiciary digunakan untuk menunjukan pada fungsi, proses atau cara memberikan
keadilan.44
Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia adalah
mengadili seseorang Terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh
Terdakwa itu sendiri.45In Absentia berasal dari bahasa latin Absentia, yang berarti
tidak hadir.46.Menurut Andi Hamzah, istilah in absentia berasal dari bahasa latin
In absentia atau absentium, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin
44Yesmil Anwar dkk, Sistem Peradilan Pidana, (Widya Padjajaran, Bandung, 2011). Hlm. 1.
45Djoko Prakoso, Peradilan In Absensia di Indonesia (Ghalia Indonesia; Jakarta, 1984). Hlm.54.
46Marwan Effendy, Peradilan In Absentia dan Koneksitas (Timpani Publising; Jakarta, 2010). Hlm.
5.
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berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau ketidakhadiran. 47Dalam bahasa Perancis
disebut absentia dan dalam bahasa inggris absent atau absentie.48Dalam istilah
hukum pengadilan In Absentia adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan
memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh Terdakwa.49
Dari konsep tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, persidangan in absensia
adalah proses persidangan yang dilakukan dipengadilan negeri dengan tanpa
hadirnya pelanggar dimuka persidangan.
1.6.2.2 Sistem Persidangan
Penggunaan istilah “sistem” pada umumnya dihubungkan dengan
pengertian tentang adanya keutuhan yang terdiri dari berbagai unsur, atau
berbagai unsur dan bagian yang membentuk suatu keutuhan.50Sistem dapat pula
diartikan suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten,
bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis.51
Ada beberapa karateristik dari sistem yang perlu kita garisbawahi, bahwa
sistem merupakan suatu keutuhan yang bagian-bagiannya mempunyai kaitan satu
sama lain. Dan sistem yang merupakan sesuatu yang utuh tapi kompleks itu ber-
orentasi pada tujuan tertentu, dimana seluruh bagian-bagiannya memiliki sasaran
tunggal.52
Pengertian terhadap konsep sistem tersebut, penulis mengambil
kesimpulan kalau sistem dapat digunakan dalam berbagai permasalahan yang
47Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi(Erlangga; Jakarta, 1986). Hlm. 98.
48Marwan Effendy, Op.Cit,Hlm. 5.
49Ibid, Hlm. 11.
50Atmadi, Sistem Pers Indonesia, (Gunung Agung, Jakarta, 1985).Hlm. 1.
51Rusadi Kantraprawira, Sistem Politik Indonesia, (Sinar Baru, Bandung, 1985). Hlm. 7.
52Atmadi, Op.cit.
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bersifat konkrit. Dalam penulisan tesis ini, istilah sistem akan dikaji dan dibahas
didalam  persidangan, sistem persidangan pelanggaran lalu lintas in absensia
seperti apa yang diatur PERMA dan menurut KUHAP.
1.7 Desain Penelitian
Desain Penelitian merupakan formulasi tesis secara singkat menggunakan
tabel tentang ketidakhadiran pelanggar didalam persidangan lalu lintas.
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Hasil dan Pembahasan :
1 Persidangan tilang pelanggar dapat hadir dimuka sidang.
2. Kesalahan tetaplah harus dibuktikan pada pelanggaran lalu
lintas.
3. Rumusan tilang yang berkeadilan, bermanfaat dan
berkepastian hukum.
Latar Belakang Rumusan Masalah Teori Metode Penelitian
1. Mahkamah Agung menerbitkan pasal 7
ayat (1) Perma tentang Tilang yakni
“Hakim yang ditunjuk membuka sidang
dan memutus semua perkara tanpa
hadirnya pelanggar”;
2. Perma tersebut bertentangan dengan
rumusan KUHAP yaitu “Jika terdakwa
atau wakilnya tidak hadir
disidang,pemeriksaan perkara dilanjut”;
3. Pembuktian yang diterapkan didalam
perkara pelanggaran lalu lintas.
1. Bagaimanakah sistem
persidangan in absensia
terhadap pelanggaran lalu lintas
di Indonesia?
2. Apakah hakikat pembuktian
didalam pidana pelanggaran
lalu-lintas?
3. Bagaimana seharusnya rumusan













C. Jenis dan sumber bahan hukum:
1.   Bahan hukum primer;
2.   Bahan hukum sekunder;
3.   Bahan hukum tersier
D. Teknik memperoleh bahan hukum:
1.   Studi kepustakaan;
2.   Akses internet
E. Teknik analisis bahan hukum: lex
superiori derogat lex inferiori;
Penutup
Kesimpulan :
Persidangan in absensia didalam Perma hanya
mengejar kepastian hukum.
Saran:
Agar Mahkamah Agung merevisi Perma dengan
memberikan ruang bagi pelanggar yang keberatan
agar berkeadilan.
Tabel 2 : Desain Penelitian
1.8 Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti memecahkan permasalahan
pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian secara yuridis normatif.
Penelitian normatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan
aturan hukum,prinsip-prinsiphukum,maupun doktrin-doktrin hukum yang
bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.
Penelitian yuridis normatif yang peneliti maksudkan disini adalah
mengkaji suatu norma hukum yang menjadi permasalahan yakni mengadili
perkara tindak pidana lalu lintas tanpa kehadiran pelanggar seperti apa yang
dimaksud dalam hal ini pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang dengan
mengkaitkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang terkait.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan Peneliti terkait dengan penelitian tesis ini
yakni dengan:
A. Pendekatan Perundang-undangan (statute aprroach).
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang terkait
dengan persidangan pelanggaran tilang yang dilakukan tanpa kehadiran pelanggar.
Peneliti menggunakan beberapa peraturan hukum positif di Indonesia, yaitu :
a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945;
b. Pasal 39 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) UU
No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. Pasal 214 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP);
d. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011
tentangpembentukan peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 ayat
(1) dan ayat (2) UU No. 12 tahun2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan;
e. Pasal 79 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
f. Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 tahun 2016 tentang tata cara
penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.
B. Pendekatan Konsep (conseptual approach)
Pendekatan konsep digunakan untuk menelaah pasal 7 ayat (1) PERMA
tentang Tilang apabila didalam penelitian ini ditemukan kelemahan-kelemahan
didalamnya sehingga hasil dari penelitian ini akan dijadikan konsep  kedepannya
agar dapat memperbaiki rumusan pasal 7 ayat (1) PERMA tersebut supaya lebih
berkeadilan.
Kelemaham yang dimaksudkan disini adalah rumusan pasal 7 ayat (1)
PERMA tentang Tilang yang membuka dan memutus semua perkara pidana
pelanggaran lalu lintas tanpa kehadiran pelanggar,
Rumusan tersebut menutup peluang para pencari keadilan yang merasa
tidak bersalah dan ingin mempertahankan haknya dimuka persidangan jadi
tertutup. Walaupun sifatnya hanyalah pelanggaran namun demikian hak dari
pelanggar seperti harus dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari dakwaan tetaplah
ada., disitulah perlu dibuatkan konsep persidangan tilang yang bukan hanya
mengejar kepastian hukum semata, namun juga tetap memperhatikan nilai-nilai
keadilan dan kemanfaatan.
C. Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan kasus yang digunakan adalah sebuah putusan pengadilan
negeri Tegal sebelum berlakunya Perma No. 12 tahun 2016, yakni persidangan
masih diperbolehkan sehingga pelanggar yang tidak bersalah  dapat
mempertahankan haknya dimuka persidangan dan setelah berlakunya Perma
tersebut dimana Pengadilan memutus semua perkara pelanggaran lalu lintas tanpa
kehadiran pelanggar.
Putusan yang dimaksud adalah atas nama pelanggar Abdul Syukur karena
didakwa melanggar pasal 275 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang angkutan
lalu lintas dan jalan, disidangkan dan diputus pada tanggal 18 Oktober 2018
dengan hakim yang bersidang atas nama Frans Effendi Manurung, SH, MH.
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahann hukum yang autoritatif artinya
memiliki otoritas.53Bahan hukum primer yang digunakan adalah:
a. Pasal 27ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pasal 24 A
ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945;
b. Pasal 39 ayat (2), pasal 5 ayat (2), pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) UU
No. 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia;
c. Pasal 214 ayat (1) tentang Kitab Undang-Undang Hokum Acara
Pidana (KUHAP);
53Jhonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing,
Malang, 2007, hlm. 141.
d. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang
pembentukan praturan perundang-undangan dan Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (2) UU No. 12tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan;
e. Pasal 79 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
f. Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 tahun 2016 entang tata cara
penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum skunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini
merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primair, yaitu literatur/buku-buku yang terkait dengan kedudukan
pelanggar dimuka persidangan, buku tentang teori-teori, asas-asas hukum beserta
adagium-adagium yang terkait.
3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yang digunakan merupakan bahan hukum yang
memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan  terhadap bahan hukum primair
seperti majalah Varia Peradilan dan beberapa artikel dari internet yang yang
terpercaya.
4. Teknik memperoleh bahan hukum
Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang
diperlukan didalam penulisan tesis ini adalah melalui:
a. Studi Kepustakaan
Cara memperoleh bahan hukum dengan melakukan penelusuran pustaka,
yang diperoleh dari :
1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya.
b. Akses Internet
Cara memperoleh bahan hukum pendukung dalam penelitian ini adalah
dengan mengakses website-website dalam negeri untuk menemukan artikel-artikel
yang terkait dari berita-berita online yang terpercaya seperti halnya detikcom.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni teknik kualitatifyaitu
suatu metode analisis data deskriptif analistis yang mengacu pada suatu masalah
tertentu kemudian dikaitkan denganpendapat pakar hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. 54 Dalam penelitian akan digunakan untuk
mengkaji norma hukum pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang dikaitkan dengan
peraturan hukum yang lain didalamKUHAPberdasarkan asas – asas hukum seperti
lex superiori derogat lex inferiori.
Pengolahan bahan hukum penelitian hukum normatif, pada dasarnya
merupakan kegiatan guna melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum
tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum
tertulis untuk memudahkan analisis dan kontruksi.55
Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut yaitu:
54Soerjono Soekanto dkk, Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, Rajawali Press,
Jakarta, 1990, hlm. 29.
55Ibid, hlm. 251-252.
a. Mengumpulkan berbagai bahan  hukum primer, sekunder dan tersier.
Kegiatan yang dilakukan didalam analisis bahan hukum primer dengan
cara memilih pasal-pasal yang terkait dengan penelitian hukum ini.
Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan
bahan dari buku-buku atau dari kepustakaan. Dalam bahan hukum
tersier, mengumpulkan artikel terkait untuk menunjang hal-hal yang
dianggap perlu dalam menyelesaikan permasalahan didalam penulisan
tesis ini.
b. Mengolah bahan dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- Bahan hukum primer digunakan analisis terhadap peraturan
perundang-undangan yang memuat ketidakhadiran pelanggar
dipersidangan sebagaimana rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang
Tilang dihubungkan dengan masih diperbolehkannya pelanggar
mempertahankan haknya dimuka persidangan sebagaimana
rumusan KUHAP.
- Bahan hukum sekunder digunakan analisis terhadap berbagai
sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum tentang
ketidakhadiran pelanggar dipersidangan/in absensia dikaitkan
dengan teori-teori yang terkait.
- Bahan hukum tersier digunakan untuk menganalisis pengaturan
perundang-undangan yang diambil dari website dihubungkan
dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
c. Terhadap ke-3 (tiga) bahan hukum diatas, dilakukan interpretasi
menggunakan metode interpretasi otentik56 yakni Penapsiran menurut
batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya
diletakkan dalam bagian penjelasan (MvT), rumusan ketentuan
umumnya, maupun dalam rumusan pasal lainnya dan penapsiran
sistematis (logis) : Penapsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan
peraturan lainnya.57
Pelanggar yang didakwa melakukan pelanggaran diharapkan tetap
mendapatkan keadilan didepan persidangan dengan cara penapsiran
Pasal menggunakan ke-2 (dua) penapsiran tersebut.
1.9 Sistematika Penelitian
Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangatlah
penting dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat didalam
Tesis ini. Adapun sistematika penelitian hasil penelitian ini terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian latar belakang yang dipaparkan secara garis besar
mengenai Pasal 7 Perma No. 12 tahun 2016 tentang Tilang, dimana Pasal tersebut
merumuskan persidangan tilang dilakukan tanpa kehadiran pelanggar. Tidak
menjadi masalah kalau pelanggar tersebut memang benar-benar melanggar, untuk
memenuhi asas persidangan cepat apalagi secara formil tindak pidana tilang
56Sidharta, Hukum penalaran dan penalaran hukum (akar filosofis), Genta, Jogjakarta, 2013,
hlm. 169.
57Sudikno Mertokusumo dkk, Bab-bab tentang penemuan hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1992, hlm. 33.
digolongkan kedalam tindak pidana cepat persidangan dapat dilakukan tanpa
kehadiran Pelanggar. Yang perlu dikritisi adalah pelanggar yang memang tidak
bersalah, kemana Pelanggar mencari keadilan kalau bukan ke
Pengadilan.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik beberapa rumusan
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari penelitian
ini.Teori-teori yang digunakan guna menganalisis permasalahan yaitu teori tujuan
hukum, teori pemidanaan dan teori pembuktian dengan cara penelitian normatif
dan 3 (tiga) metoda pendekatan penelitian, bahan hukum yang digunakan hingga
bagaimana menganalisis bahan hukum dan hasil penelitian.
BAB II: KAJIAN PUSTAKA
Kajian pustaka berisikan penjabaran tentang persidangan in absensia
berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang dan berdasarkan pasal 214 ayat
(1) KUHAP. Hak-hak pelanggar yang hilang akibat norma hukum didalam Perma
tersebut. Peneliti juga menjabarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang telah memberikan kewenangan Mahkamah Agung untuk menerbitkan
Peraturan Mahkamah Agung.
BAB III. SISTEM PERSIDANGAN IN ABSENSIA DALAM
PERSIDANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS
Sistem persidangan in absensia dalam pidana pelanggaran lalu lintas di
Indonesia dimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang adalah
sistem persidangan in absensia mutlak yang mana pelanggar tidak dilakukan
pemanggilan terlebih dahulu  sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf (b)
undang-undang darurat No.1/1951,  pengadilan in absensia dibolehkan asalkan
terdakwa telah dipanggil secara sah sehingga praktek persidangan yang diterapkan
sekarang ini bertentangan dengan undang-undang. Sistem persidangan
pelanggaran lalu lintas sebelum adanya Perma Tilang adalah dengan
menggunakan pasal 214 ayat (1) KUHAP, pelanggar tetaplah dipanggil hadir
kepersidangan kalaupun pelanggar ataupun wakilnya tidak hadir, persidangan
dapat diputus tanpa kehadiran pelanggar dengan kata lain system persidangan
yang diterapkan adalah system persidangan in absensia relatif.
BAB IV HAKIKAT PEMBUKTIAN PIDANA PELANGGARAN LALU
LINTAS
Persidangan tilang yang diterapkan di Indonesia dengan menjatuhkan
pidana denda terhadap seluruh pelanggar adalah bertentangan dengan teori
pembuktian di Indonesia dimana tidaklah cukup perbuatan pelanggar saja yang
harus dibuktikan akan tetapi juga unsur kesalahannya. Pembuktian pidana
pelanggaran lalu lintas cukuplah pembuktiannya dilakukan dengan 1 (satu) alat
bukti ditambah dengan keyakinan hakim walaupun demikian walaupun proses
persidangan dilakukan secara cepat tetaplah kesalahan pelanggar harus dibuktikan
seperti halnya tindak pidana kejahatan.
BAB V RUMUSAN PASAL 7 AYAT (1) PERMA NO.12 TAHUN 2016
YANG IDEAL BAGI PELANGGAR
Hakim yang menjatuhkan pidana tilang tanpa kehadiran pelanggar hanya
mengejar kepastian hukum semata. Bagaimana dengan pelanggar yang tidak
bersalah? Menurut Peneliti bukan hanya kepastian hukum saja yang harus
ditegakan didalam suatu rumusan undang-undang namun juga segi keadilan dan
kemanfaatan. Rumusan yang ideal adalah dengan mengakomodir keberatan
pelanggar dengan cara menyidangkannya.
BAB VI PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil permasalahan yang diteliti
yaitu pentingnya persidangan tilang khususnya bagi pelanggar tilang yang tidak
bersalah, karena prinsip didalam hukum materil Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yakni kesalahan didalam hukum pidana haruslah dibuktikan sekalipun itu
tindak pidana ringan seperti tilang dan juga saran kepada Mahkamah Agung agar
merevisi Perma tentang Tilang agar kedepannya bukan hanya kepastian hukum
saja yang tercapai akan tetapi juga nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
1.1 TentangPersidangan In Absensia
Persidangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Pelanggar, pertama kali
diatur didalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/1951, LN
No.9/1951 yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Pasal 6 Undang-
Undang darurat ini merupakan pembaharuan dari pasal 42 sampai dengan pasal 52
Landgerecht Reglement Stbl. 1914 No. 317 yang telah dihapus. Pasal 6 ayat (1)
huruf (b) Undang-Undang Darurat No. 1/1951, LN No.9/1951 merumuskan
“Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dimaksudkan, berlalu
dalam ketentuan dalam pasal 46 sampai terhitung pasal 52 dari Reghlement untuk
Landgerecht (stassblad  1914) sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan
diadili walau Terdakwanya tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk
menghadap dengan sah.1
Djoko Prakoso didalam bukunya menulis, Dasar hukum peradilan in
absensia adalah undang-undang darurat no.1 tahun 1951, LN No.9/1951 dan
dikhususkan pada perkara-perkara pelanggaran dan kejahatan ringan, yaitu tindak
pidana yang diancam dengan pidana 3 (tiga) bulan dan/atau dengan Rp 500,00
(lima ratus rupiah) dan sebagai syarat sah yang harus dipenuhi ialah bahwa
terdakwa telah dipanggil secara sah untuk menghadap pengadilan.2
Undang-undang darurat tersebut telah menggarisbawahi persidangan in
absensia dengan syarat-syarat yang ditentukan secara limitatif yaitu :
1MR. R. Tresno, Komentar atas HIR (Pradnya Paramita; Jakarta, 1975). Hlm. 39.
2Djoko Prakoso, Peradilan In Absensia di Indonesia, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985).Hlm.72.
1. Pelangar tersebut telah dipanggil secara sah;
2. Terhadap kejahatan atau pelanggaran yang ancaman pidananya tidak
lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau denda tidak lebih dari Rp 500,00
(lima ratus rupiah).
2.1.1 Pengertian Persidangan In Absensia dalam KUHAP dan PERMA
Definisi secara eksplisit in absensia tidak didapati didalam ketentuan
umum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun didalam
Peraturan Mahkamah Agung.
Pemeriksaan dan putusan diluar hadirnya pelanggar diatur didalam pasal
214 ayat (1) KUHAP yaitu “Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir
disidang,pemeriksaan perkara dilanjutkan”.3 Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Perma
tentang Tilangmerumuskan “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus
semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”.4
Norma hukum in absensia inilah yang akan dikaji, dikaitkan dengan tujuan
hukum berdasarkan pendapat Gustaf Radbruch.
2.1.2 Sejarah Persidangan In Absensia
.Istilah In Absentia secara yuridis formal mulai dipergunakan di Indonesia
dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang
pemberantasan kegiatan subversi disebut dengan In Absensia sebagaimana
tercantum didalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Apabila Terdakwa secara sah
telah dipanggil secara berturut-turut tidak hadir disidang, maka Pengadilan
berwenang mengadilinya diluar kehadirannya (in absensia). Namun sebelum
keluarnya Undang-Undang Pemberantasan Kegiatan Subversi, mengadili di luar
3Pasal 214 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981.
61 Pasal 7 ayat (1) Perma No.12 tahun 2016
kehadiran terdakwa dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim
dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1955 jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962 tetapi tuntutan dan
putusan Pengadilan hanya terbatas untuk perampasan terhadap barang-barang
yang disita dan tidak menghukum pidana badan terhadap terdakwa. 5
Istilah In Absentia didalam perkembangannya tidak lagi disebut didalam
berbagai produk legislasi, tetapi tetap diatur dengan istilah ‘tidak hadir” setelah
dipanggil secara sah dan patut. Kedua istilah ini tidak berbeda dan mengandung
arti  suatu proses pemeriksaan dan mengadili seseorang atau beberapa
orangTerdakwa didepan sidang Pengadilan dan penjatuhan putusan tanpa dihadiri
oleh Terdakwa. Seseorang dapat dijatuhi hukum pidana oleh Hakim di Pengadilan
dalam suatu proses Pengadilan In Absentia.6
Peradilan In Absentiasecara umum lazim digunakan didalam pengadilan
perdata yang dalam pelaksanaannya hanya dihadiri oleh wakil atau kuasa dari
pihak-pihak yang berperkara, sedangkan yang bersangkutan tidak perlu hadir
didalam persidangan tersebut. Mengadili dan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya
para pihak dapat selalu dilakukan oleh Hakim, yaitu setelah dilakukan
pemanggilan yang sah menurut hukum yang berlaku.Sebaliknya, dalam perkara
pidana umum menghendaki hadirnya Terdakwa didalam sidang pengadilan yang
terbuka untuk umum sebagaimana yang dirumuskan didalam KUHAP “Terdakwa
adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang
pengadilan”.7
1.2 Hak-hak Pelanggar pada persidangan pelanggaran lalu lintas
5Marwan Effendy, Op.cit, Hlm. 6.
6Ibid.
7Pasal 1 angka 15 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Manusia ditengah masyarakat memiliki hak dan kewajiban tentang
hubungannya antara pribadi dengan pribadi lainnya dalam masyarakat itu. Setiap
orang berhak atas hak-haknya masing-masing dan wajib ataskewajibannya
masing-masing. Artinya,setiap orang dibatasi dengan hak dan kewajiban orang
lain. Demi menjaga terpenuhinya hak setiap orang dalam masyarakat,maka setiap
orang dibebani kewajiban. Pemenuhan hak setiap orang inilah yang disebut
kepentingan bersama,karena setiap orang berkepentingan untuk pemenuhan
haknya masing-masing.
2.2.1 Hak pelanggar untuk menghadiri persidangan dilindungi Undang-
Undang
Kata Hak yang adopsi dari basa arab “haq” seperti yang tertera pada QS
Al Baqorah (2):42-44 “janganlah kamu campur-adukan yang hak dengan yang
batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui.
Dan dirikanlah Shalat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku:Mengapa kamu
suruh orang lain mengerjakan kebajikan,sedang kamu melupakan kewajibanmu
sendiri. Maka tidaklah kamu berpikir”.8
Hak berdasarkan QS. Al-Baqorah tersebut memiliki usuh abadi,yaitu batil
(bathil). Haq berarti benar dan batil berarti salah atau batal dari benar. Demikian
pula dalam bahasa inggris secara langsung hak disebut ‘right’ yang berarti
benar,memiliki musuh bebuyutan yaitu ‘wrong’ yang berarti salah. Sementara
dalam bahasa Indonesia, hak tidak mempunyai musuh,hanya berpasangan dengan
kewajibanatau keharusan saja.9
8Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia,
(dalam dimensi  ide dan aplikasi), (Raja Grafindo Persada, Depok, 2016). Hlm. 322.
9Ibid.
Hak atau right dalam bahasa inggris yang dalam Black Law Dictionary,
diartikan sebagai ”.......justice,ethical correctness,or consonance wih the rules of
law or the principles of morals. In a narrower signification, an interest or title in
an object of property; a just and legal claim to hold, use or enjoy it, or to convey
or donate it, as he may plese.........”10artinya : Hak berarti keadilan,kebenaran
secara etika atau sesuai dengan kepastian hukum atau dengan prinsip moral yang
membentuk sifat keadilan pada semua hukum yang berlalu, atau memberikan
kadar etika dan prinsip peraturan dalam hukum yang berlaku. Hak dalam arti yang
lebih sempit adalah :kepentingan atau hak kepemilikan atas suatu objek,hak yang
benar dan sah untuk memiliki,menggunakan atau menikmatinya, atau
mengalihkannya sebagai yang ia inginkan.11
Menurut K. Bartens, hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau
kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.Orang yang
mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau
menganjurkan) bahwa orang lain akan menghormati hak itu.12
Theo Huijbers mengatakan, dalam arti luas , hak adalah berupa
undangan,yakni dipanggil rasa kemurahan hati,belas kasihan dan
sebagainya.Umpamanya hak yang timbul atas dasar saling cinta. Sedangkan
dalam arti sempit menurutnya hak adalah berupa tuntutan mutlak yang tidak boleh
diganggu gugat. Umpamanya hak,bila seseorang tinggal dalam situasi bahaya.13
67 Yesmil Anwar dkk, Sistem Peradilan Pidana, (konsep-komponen& pelaksanaannya dalam
Penegakan hukum di Indonesia), (Widya Padjajaran, Bandung, 2011). Hlm. 254.
68 Ibid.
69 K. Bartens, Etika, (Pustaka Utama, Jakarta, 2001). Hlm.179.
70 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Kanisius, Yogyakarta, 1990). Hlm.93.
Mempertahankan hak adalah hak asasi dari setiap warga  negara tanpa
membeda-bedakan latar-belakang dan status sosial dari warga negara tersebut,
sebagaimana rumusan di dalam konstitusi“segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.14
Pelanggar yang ingin hadir dan mempertahankan haknya dimuka
persidangan dilindungi oleh konstitusi, konstitusi tidaklah membedakan apakah
hanya kejahatan yang terdakwa bisa mempertahankan haknya namun konstitusi
juga memberikan hak yang sama kepada para pelanggar.
2.2.2 Hak-hak pelanggar yang hilang dengan berlakunya pasal 7 ayat (1)
Perma tentang Tilang adalah:
1. Hak untuk mendapatkan keadilan.
Keadilan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia
yang terus diperjuangkan setiap individu dan masyarakat untuk memperoleh
kehidupan yang lebih baik,aman dan sentosa. Hak yang dimiliki seseorang
merupakan hak asasi yang wajib diperlakukan secara adil didalam segala aspek
kehidupan termasuk diantaranya untuk memperoleh keadilan didalam proses
persidangan.
Hak untuk mendapatkan keadilan adalah merupakan hak asasi dari setiap
manusia, sebagaimana rumusan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
71 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
perlakukan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam
semangat didepan hukum”.15
2. Hak untuk tidak dipidana sebelum dinyatakan bersalah oleh Hakim.
Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang mengandung arti bahwa.
Pertanggungjawaban pidana hanyalah dapat dilakukan setelah terdakwa
dinyatakan bersalah.
Pelanggar yang dipidana tanpa dinyatakan bersalah terlebih dahulu
dipersidangan maka pemidanaan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak
yang dimiliki oleh setiap orang, sebagaimana rumusan Undang-Undang tentang
Hak Asasi Manusia“Setiap orang yang ditangkap,ditahan, dan dituntut karena
disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,
sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan
diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan”.16
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Kewajiban negara untuk melindungi setiap warganya sebagaimana telah
diatur didalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yakni: “Setiap orang
berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang
objektif dan tidak berpihak”.17
Pelanggar tidak mendapatkan perlindungan yang adil dari pengadilan
dimana pelanggar telah dihukum sebelum diambil keterangannya didepan
persidangan.
4. Hak untuk mendapatkan kebenaran materiil.
15Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
16Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
17Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 tahun 2009.
Azas kebenaran materiil, asas ini mengandung prinsip kebenaran materiil
(materiale waarheid) yaitu pemeriksaan perkara pidana yang ditujukan untuk
menemukan kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya.18
Pelanggar tidak dapat menemukan kebenaran materill kalau haknya
mengikuti persidangan tidak dapat dilakukan.
5. Hak untuk mengikuti persidangan untuk umum.
Hak yang ke-6 (enam) merupakan salah satu asas didalam proses hukum
acar persidangan yaitu asas sidang terbuka untuk umum, asas ini memuat prinsip
agar setiap persidangan dilakukan secara terbuka untuk dapat disaksikan oleh
umum. Mayarakat dapat menyaksikan dan mengontrol agar jalannya sidang dapat
berjalan dengan tujuan tanpa ada pemihakan.19
Hak untuk mengikuti persidangan adalah hak yang diberikan oleh undang-
undang kepada setiap orang tanpa diskriminasi seperti yang termuat didalam
rumusan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang tanpa
diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan
permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata,
maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak
memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif
oleh hukum yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar”.20
1.3 Kedudukan Undang-Undang dengan Peraturan Mahkamah Agung
didalam tata urutan perundang-undangan
18 H.P Panggabean, Hukum pembuktian teori-praktek dan yurisprudensi Indonesia,(Alumni,
Bandung).Hlm.77.
19Ibid, hlm. 80.
20Pasal 17 UU No. 39 tahun 2009.
Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi selain Mahkamah Konstitusi
dibidang yudikatif.
Mahkamah Agung beserta jajaran dibawahnya selain bertugas untuk
mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan oleh
Undang-Undang untuk membuat peraturan perundangan-undangan, dimana
Mahkamah Agung membuat Peraturan diatur didalam undang-undang.
2.3.1 Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:21
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturn Pemerintah Pengganti Undang-undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Propinsi, dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 tahun 2011 selanjutnya
menyatakan:22
1. Jenis peraturan perundang-undangan selain ebagaimana dimaksud didalam
pasal 7 ayat(1) mencakup peraturn yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD,
MA, MK, BPK, KY, BI, Mentri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang
setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU,
DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.
21Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
22Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 12 tahun 2011.
2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (1) diakui
keberadaan-nya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintah-kan oleh praturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
di-bentuk berdasarkan kewenangan.
Berdasakan pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan perundang-
undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang”.23
Rumusan pasal 79 Undang-undang tentang Mahkamah Agung adalah
“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Undang-Undang ini”, 24 didalam penjelasan pasal 79
menyatakan “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau
kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat
peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi”.25
2.3.2 Sejarah dari Peraturan Mahkamah Agung
Secara historis,kewenangan mengatur yang dimiliki Mahkamah Agung
mula-mula lahir dari keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan yang belum
memiliki hukum acara peradilan yang memadai dan masih banyak menggunakan
ketentuan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan istilah
Herziene Indishe Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta
Reglement Buiten-Gewesten (RBg) untuk wilayah diluar jawa dan madura.
Ketentuan hukum acara yang diterapkan diperadilan ketika itu seringkali tidak
23Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
24Pasal 79 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
25Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 tahun 1985
dilengkapi dan tidak mengadaptasi perkembangan masyarakat yang terjadi.Oleh
karena itu, dirasakan perlu untuk memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung
untuk membuat peraturan sebagai pengisi kekosongan hukum acara.26
Ketentuan pasal 131 UU No. 1 tahun 1950 tentang Mahkamah Agung
Republik Indonesia, menjadi dasar hukum yang pertama bagi Mahkamah Agung
untuk menjalankan fungsi pengaturan (regelen), dimana didalam pasal tersebut
ditentukan bahwa “jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam
Undang-Undang, maka Mahkamah Agung dapat menetukan sendiri secara
bagaimana soal itu harus dilesesaikan”.27
Ketentuan itu pula yang menjadi dasar Mahkamah Agung Republik
Indonesia untuk pertamakalinya mengeluarkan Peraturan Mahkamah
AgungRepublik Indonesia( PERMA RI) pada tanggal 18 Maret 1954, yakni :
PERMA RI Nomor 1 tahun 1954 tentang Putusan Pengadilan.28
2.3.3 Sifat-Sifat dari Peraturan Mahkamah Agung
Setidaknya peran yang dimainkan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan negara, khususnya dibidang peradilan. Yakni (1) PERMA RI
sebagai pengisi kekosongan hukum; (2) PERMA RI sebagai pelengkap ketentuan
undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang sesuatu hal, berkaitan dengan
hukum acara; (3) PERMA RI sebagai sarana penemuan hukum, (4) PERMA RI
sebagai sumber hukum bagi masyarakat hukum, khususnya para hakim didalam
26J. Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman
(Kesaint Blac; Jakarta, 2008). Hlm. 277.
27 Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung
Indonesia, Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat.
28 Ronald S. Lumbuun, PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud
Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, (Raja Grafindo Persada;
Jakarta, 2011). Hlm.4.
menyelesaikan kesulitan-kesulitan teknis penerapan hukum acara yang ternyata
sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini; 29
PERMA RI sebagai pengisi kekosongan hukum, contohnya adalah Perma
No. 2 tahun 1954.PERMA tentang Tilang dikeluarkan karena ternyata tidak ada
aturan undang-undang yang mengatur tentang penunjukan badan pengadilan mana
yang harus memutuskan perselisihan kekuasaan pengadilan antara 2 (dua)
Pengadilan Negeri yang wilayah-wilayahnya termasuk di dalam wilayah dari
pengadilan tinggi. Perma RI ini tidak dapat diberlakukan lagi,sejak pasal 48 UU
No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung telah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung
untuk memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili. Hal
inilah merupakan bukti bahwa pembentukan Perma RI bersifat untuk mengisi
kekosongan hukum.30
PERMA No. 1 tahun 1956 juga mengisi kekosongan hukum yang
mengatur tentang hubungan antara suatu perkara perdata dengan perkara pidana.
Menurut PERMA tersebut, jika didalam suatu pemeriksaan suatu perkara pidana
terdapat hal yang harus memutuskan tentang hak keperdataan yang pemeriksaan
perkaranya juga sedang berjalan, maka menurut pasal 1 PERMA No. 1 Tahun
1956, hakim dapat menunda vonis pidana sampai dengan adanya putusan hakim
perdata yang menentukan tentang hak keperdataan tersebut.31
PERMA RI sebagai pelengkap kekurangan hukum merupakan salah satu
fungsi pengaturan dari MA terkait dengan wewenang MA selaku penjaga




hukum.Wewenang tersebut sudah dijalankan, dan selama bertahun-tahun MA
telah mengumpulkan berbagai pertanyaan dari pengadilan di 4 (empat) lingkungan
peradilan dan memberikan jawaban atau penjelasannya.Sekalipun penjelasan MA
tidak mengikat, tetapi penjelasan tersebut selalu menjadi pedoman bagi jajaran
dibawahnya ketika menjalankan tugas-tugasnya.32
Kewenangan MA membuat Perma RI ini, semata-mata harus dan hanya
bersifat pelengkap (complementary), dalam arti PERMA tersebut merupakan
penyempurnaan atau pelengkap terhadap perundang-undangan yang sudah
ada.Artinya, bahwa Perma tidak boleh merupakan suatu peraturan yang berdiri
sendiri tanpa ada sandaran dan cantolan kepada perundang-undangan yang
berlaku.Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi MA untuk menerbitkan Perma
yang memuat tentang kebijakan umum yang tidak memiliki sandaran dan
kaitannya dengan perundang-undangan yang telah dikeluarkan DPR (legislatif)
dan Presiden/ Pemerintah (eksekutif).33
Perma No. 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Latar
belakang penerbitan PERMA tersebut adalah karena terdapatnya beberapa
Undang-Undang yang mengatur tentang dasar-dasar gugatan perwakilan
kelompok (class action dan legal standing) seperti UU No. 23 tahun 1997 tentang
pegelolaan ligkungan hidup, UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sementara itu didalam
ketiga Undang-Undang tersebut sama sekali tidak diatur ketentuan yang mengatur
acara pemeriksaan, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok
tersebut. Apabila ditinjau dari muatannya, maka terdapat dua jenis norma
32J. Djohansyah, Op.cit, Hlm. 282.
33Ibid, Hlm. 31.
perundang-undangan didalam Perma RI No. 1 tahun 2002, yaitu berisi perintah
(gebod) dan pembebasan (vrijstelling).34
Apabila ditinjau dari materi muatannya, maka terdapat jenis norma
perintah (gebod) didalam PERMA RI No. 2 tahun 2005, sebagaimana
dikemukakan oleh D.W.P. Ruiter yang berpendapat bahwa rechtsnorm dalam
suatu perundang-undangan dapat berupa perintah (gebod), larangan (verbod),
pengizinan (teoestemming), pembebasan (vrijstelling), bersifat umum dan berlaku
keluar. 35
Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, Lembaga
Peradilan termasuk  Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam
sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga
peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan – ketentuan hukum tertulis
melalui pembentukan hukum (rechtvorming) dan penemuan hukum
(rechtsvinding). Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum
baru (creation of new law).36
Sistem hukum bersifat lengkap yaitu melengkapi kekosongan, kekurangan
dan ketidakjelasan hukum.Perundang-undangan itu sifatnya tidak lengkap.Tidak
ada dan tidak mungkin ada perundang-undangan yang selengkap-lengkapnya
sifatnya serta sejelas-jelasnya.Tidak ada perundang-undangan yang dapat
mengatur seluruh kegiatan kehidupan secara tuntas, lengkap dan jelas, karena
kegiatan kehidupan manusia sangat luas, baik jenis maupun
jumlahnya.Ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau kekosongan hukum itu diatasi
34Ronald, Op.cit, Hlm. 40.
35D.W.P. Ruiter, Bestuursrechttelijk Wetgevingsleer (Assen/Maastricht; Van Gorcum, 1987). Hlm.
7.
36Mochtar Kusumaatmadja dkk,Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang
Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I (Alumni; Bandung, 1999). Hlm. 99.
oleh sistem hukum itu sendiri dengan penemuan hukum melalui penapsiran-
penapsiran.Sistem hukum berkembang sesuai dengan perkembangan hukum.37
Masyarakat didalamnya terdapat banyak masalah sosial. Dari sekian
banyak masalah-masalah sosial itu harus ditemukan masalah hukumnya untuk
kemudian dirumuskan dan dipecahkan.Setelah ditemukan masalah hukumnya
dengan menggunakan penemuan hukum, maka harus dicari permasalahannya.
Disinilah PERMA RI berperan sangat penting dalam melancarkan proses
penemuan hukum.
2.3.4 PERMA Sebagai Salah Satu Sumber Hukum
Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap norma hukum adalah sumber bagi
norma hukum lainnya yang pembentukannya diatur oleh norma hukum tersebut,
didalam menentukan prosedur pembentukan dan isi norma yang akan dibentuk.
Menurut Hans Kelsen setiap norma hukum yang lebih tinggi adalah sumber bagi
norma hukum yang lebih rendah. 38
Berdasarkan pengertian mengenai sumber hukum yang dikemukakan oleh
Hans Kelsen tersebut diatas, maka keberadaan PERMA RI baik ditinjau dari
prosedur pembuatan dan isi norma yang terdapat didalamnya, telah bersumber
dari norma hukum kedudukannya lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang.
Menurut pendapat Advokat Rufinus Hotmaulana dan Otto Hasibuan
bahwasannya PERMA RI merupakan sumber hukum, karena PERMA RI telah
termasuk kedalam kelompok perundang-undangan. Sedangkan O.C Kaligis
mengemukakan bahwa PERMA RI dapat saja dianggap sebagai sumber hukum,
mengingat PERMA mengatur mengenai suatu hal yang berlaku dan mengikat,
37Ibid, Hlm. 118-119.
38R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika; Jakarta, 2005). Hlm. 164.
walaupun sanksinya tidak ditegakkan melalui penegak hukum.Penggunaan
PERMA RI sebagai salah satu sumber hukum oleh ketiga advokat tersebut pernah
juga dipergunakan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh para kliennya.39
Kusnu mengemukakan bahwa segala produk yang bersifat mengatur
kepentingan umum seharusnya dituangkan dalam bentuk putusan normatif yang
disebut peraturan (regels) mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah atau
disebut juga perundang-undangan Republik Indonesia. Produk hukum yang tidak
bersifat mengatur, melainkan hanya berupa penetapan administratif (beschikking),
disebut dengan istilah keputusan.40
Mahkamah Agung menggunakan istilah “Peraturan”, maka berkaitan
dengan pendapat tersebut Penulis menggolongkan PERMA sebagai suatu
keputusan normatif yang mengatur kepentingan umum dalam arti mengikat untuk
para hakim, jaksa, advokat dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara
dipengadilan. Pendapat penulis didasarkan pada penjelasan pasal 79 UU No. 14
tahun 1985 tentang MA yang didalam salah satu kalimatnya mengatakan
“...Dalam hal peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan
yang disusun oleh pembentuk undang-undang.........Dengan demikian, MA tidak
akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga
negara pada umumnya.
Demikian pula apabila meninjau keberadaan PERMA didalam sistim
norma hukum menurut teori Hans Kelsen yang berpendapat bahwa setiap norma,
termasuk norma hukum, memiliki sifat yang berjenjang dan berlapis-lapis dalam
suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah,bersumber dan
39Ronald, Op.cit, Hlm. 91.
40Kusno Goesniadhie S, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik,
(A3, Asah, Asih, Asuh, Malang, 2008). Hlm. 182.
berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku,
bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya
sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat
hipotesis dan fiktif, groundnorm (norma dasar). 41
Guna mengkaji apakah berbagai Perma yang telah dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai suatu perundang-undangan,
karena mengikat secara umum dan berlaku keluar akan dipergunakan teori J.H.A
Logemann yang mengartikan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan
yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar (algemeen bindende en naar
buiten werkende voorschriften). Pengertian “berdaya keluar” adalah bahwa
peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada
(kedalam) pembentuknya.42
Ketentuan undang-undang dasar Pasal 24 A ayat (1) dapat ditapsirkan
sebagai landasan konstitusional bahwa Mahkamah Agung dapat atau mempunyai
wewenang untuk membuat peraturan, jika diperintahkan oleh undang-undang
yang lebih tinggi, dalam hal ini pasal 14 ayat (4) undang-undang No. 48 tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 79 undang-undang No. 14 tahun
1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh undang-undang No. 5 tahun
2004 dan undang-undang No. 3 tahun 2009.
Pasal 79 undang-unang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agungjo.
Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2009
menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal
41Hans Kelsen, Op.cit, Hlm. 179.
42 Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia (Mandar Maju;
Bandung, 2008). Hlm. 19.
yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.Penjelasan pasal tersebut
menyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau
kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat
peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan tersebut.
2.3.5 Kewenangan Mahkamah Agung Membentuk Perundangan-undangan
Delegasi merupakan pemberian, pelimpahan atau pengalihan kewenangan
oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas
tanggungjawab sendiri. Mandat merupakan kewenangan yang di berikan oleh
suatu organ pemerintah kepada orang lain untuk dan atas nama tanggungjawabnya
sendiri mengambil keputusan. 43 Dalam hubungan itu, jika kekuasaan yang
didelegasikan itu adalah kekuasaan membentuk suatu peraturan perundang-
undangan (the power of rule –making atau law-making), maka dengan terjadinya
pendelegasikan kewenangan  regulasi atau delegation of the rule-making power
tersebut berarti terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk perundang-
undangan sebagaimana semestinya.44
Pendelegasian kewenangan peraturan itu dapat dilakukan dengan tiga
alternatif syarat, yaitu: (1) Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga
pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk
menuahkan materi pengaturan yang didelegasikan (2) Adanya perintah yang tegas
mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang
didelegasikan, atau (3) Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian
kewenangan dari Undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang
43Ronal,Op.cit, Hlm. 157.
44Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-Undang(Konstitusi Press; Jakarta, 2006). Hlm. 377-379.
kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk
peraturan yang mendapat delegasi.45
Berkaitan dengan ketiga persyaratan alternatif yang mungkin terjadi pada
suatu pendelegasian kewenangan tersebut diatas, jika dikaitkan dengan PERMA,
maka PERMA termasuk kedalam kategori yang kedua yaitu dengan ketentuan
pasal 31 A ayat (10) undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pasal 14
ayat (4) undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka
pendelegasian kewenangan kepada Mahkamah Agung termasuk kedalam kategori
yang kedua, karena didalam kedua undang-undang tersebut terdapat suatu
perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana yang didelegasikan
yaitu Peraturan Mahkamah Agung.
Fenomena delegated legislations sebagai pelaksana undang-undang atau
subordinatie legislatitions ini, diakui sangat pentiing disemua negara. Menurut
A.W Bradley dan K.D Ewing, berbagai pengaturan pelaksana undang-undang itu
harus memenuhi 4 hal syarat penting, yaitu: (1) Consultation of Interest (2)
Control by Parliament (3) Publication of statutory Instruments (4) Challenge in
the court.46
Pertama, pembentukan “statutory statement” tidak melibatkan peran wakil
rakyat diparlemen.Pemberlakuannya juga tidak dipersyaratkan harus terlebih
dahulu melampaui tenggang waktu tertentu agar semua orang dapat benar-benar
mengetahui adanya.Juga tidak mensyaratkan harus diumumkan lebih dahulu
sebelum diberlakukan. Oleh karena itu sebagai gantinya lembaga
45Ibid, Hlm. 381-393.
46A.W Bradley dkk, Constitusional and Administrative Law, 13th Edition (Person Education;
2003). Hlm. 23.
bertanggungjawab membentuknya, haruslah menerapkan prinsip transparansi, dan
menurut Bradley dan Ewing harus pula dilakukan konsultasi konsultasi dengan
pihak yang terkait dengan materi peraturan yang akan ditetapkan itu (The
Department proposing to make a new statutory instrument frequently takes steps
to consult interest affected by the proposal. Some act make this obligatory).47
Persyaratan pertama telah dipenuhi Mahkamah Agung didalam proses
menerbitkan PERMA. Paulus Effendi Lotulung dan M. Hatta Ali mengatakan
bahwa didalam membentuk PERMA, Mahkamah Agung selalu melibatkan pihak
yang terkait yang dianggap sebagai pihak terkait bagi pelaksanaan PERMA yang
bersangkutan, seperti dalam pembentukan PERMA No. 1 tahun 2007 tentang
Pengadilan Perikanan dimana Mahkamah Agung melibatkan pihak Departemen
Kelautan dan Perikanan. 48 Kedua, semua bentuk peraturan pelaksana undang-
undang tersebut harus pula tunduk kepada pengawasan oleh lembaga perwakilan
rakyat. Parlemen tidak dapat membiarkan timbulnya peraturan pelaksana undang-
undang tanpa diketahui oleh pembentuk undang-undang sendiri tentang apa yang
diatur dalam berbagai peraturan pelaksana tersebut, dan apakah hal itu sudah
sesuai atau tidak dengan kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh
pembentuk undang-undang (delegation of rule-making power by the legislator).49
Pasal 79 undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agungjo.
Undang-undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 3 tahun 2009 hanya
memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila
terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam undang-undang. Pada
47Ibid.
48Ronald, Op.cit, Hlm. 162.
49Ibid.
penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung harus dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh
pembentuk undang-undang.
Dari kajian diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwasannya Mahkamah
Agung berwenang untuk membuat Peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut
hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila
terdapat hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam undang-undang.
BAB III
SISTEM PERSIDANGAN IN ABSENSIA DALAM PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS
Sistem yang dimaksudkan peneliti adalah sistem peradilan pidana atau
disebut juga sebagai criminal justice process dalam perkara pelanggaran lalu
lintas.
Pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia adalah
mengadili seseorang Terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh
Terdakwa itu sendiri.1In Absentia berasal dari bahasa latinAbsentia, yang berarti
tidak hadir.2Menurut Andi Hamzah, istilah in absentia berasal dari bahasa latinIn
absentia atau absentium, yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa latin
berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau ketidakhadiran.3Dalam bahasa Perancis
disebut absentia dan dalam bahasa inggris absent atau absentie.4Dalam istilah
hukum pengadilan In Absentia adalah suatu upaya memeriksa dan mengadili dan
memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh Terdakwa.5
Dari defisini in absentia tersebut dapatlah disimpulkan persidangan in
absensia adalah persidangan yang dilakukan tanpa hadirnya pelanggar, tentang
sistem ataupun proses persidangan terhadap pelanggar in absensia yang dianut di
Indonesia dan bagaimana yang seharusnya sebagaimana rumusan undang-undang
akan dibahas kemudian.
1Djoko Prakoso, Op.cit, Hlm.54.
2Marwan Effendy,Op.cit, Hlm. 5.
109 Andi Hamzah, Op.cit, Hlm. 98.
110 Marwan Effendy, Op.cit.
111Ibid, Hlm. 11.
3.1 Sistem Persidangan In Absensiamutlak yang dirumuskan didalam
Pasal 7 ayat (1) PERMA No.12 Tahun 2016
Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
No.12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelangaran Lalu
Lintas, ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 2016
dan di undangkan pada tanggal 16 Desember 2016, PERMA tersebut terdiri atas
VII (tujuh) bab, 13 pasal.
Mahkamah Agung sendiri selain memiliki kewenangan mengadili didalam
tingkat kasasi maupun menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-
undang juga mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-
Undang.6
Mahkamah Agung berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal
yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini. Penjelasan pasal tersebut
menyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau
kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat
peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan tersebut.7
Penjelasan Pasal 79  Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut dapatlah
ditarik kesimpulan kalau Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan
sebagai pelengkap atau untuk mengisi kekosongan hukum apabila didalam
jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum.
6Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
7Pasal 79 UU No.14 tahun 1985 jo. UU No. 5 tahun 2004 jo. UU No. 3 tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung.
Contoh PERMA yang sifatnya mengisi kekosongan hukum adalah
PERMA No. 1 tahun 1956 yang mengatur tentang hubungan antara suatu perkara
perdata dengan perkara pidana. Menurut PERMA No. 1 Tahun 1956, jika didalam
suatu pemeriksaan suatu perkara pidana terdapat hal yang harus memutuskan
tentang hak keperdataan yang pemeriksaan perkaranya juga sedang berjalan, maka
menurut pasal 1 PERMA tahun 1956, hakim dapat menunda vonis pidana sampai
dengan adanya putusan hakim perdata yang menentukan tentang hak keperdataan
tersebut.8
Proses persidangan pelanggaran lalu lintas sudahlah diatur didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bagian keenam, Paragraf 2 Acara
Pemeriksaan Pelanggaran Lalu lintas, dari pasal 211 sampai dengan pasal 217.9
Persidangan pelanggaran lalu lintas telah diatur didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana, sehingga sifat dari PERMA tentang Tilang sifatnya
adalah melengkapi.
PERMA tentang tilang didalam Pasal 7 ayat (1) merumuskan “Hakim
yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya
pelanggar”.
In absensia dalam persidangan Tilang bukan hanya pelanggar tidak
menghadiri persidangan juga Penuntut Umum tidak menghadiri persidangan,
walaupun pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan
oleh Jaksa.10 Dengan cara Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik
kerekening kejaksaan, selanjutnya pelanggar mengambil barang bukti kepada
8Ronal, Op.cit, Hlm. 18.
9Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10Pasal 9 Perma No. 12 tahun 2016.
Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukan bukti pembayaran
denda.11
Sistem yang dianut dari Pasal 7 ayat (1) tersebut adalah Hakim yang telah
ditetapkan Ketua Pengadilan untuk mengadili perkara tilang pada hari yang telah
ditetapkan membuka sidang dan memutus semua perkara tilang tanpa kehadiran
pelanggar apalagi Penuntut Umum. Dengan kata lain persidangan pelanggaran
lalu lintas dilaksanakan secara in absensiamutlak.
Hakim  yang  ditunjuk  untuk  mengadili  perkara  pelanggaran   lalu
lintas,  hanya  melihat  berkas  dan  langsung  menjatuhkan  pidana  denda,
Pemidanaan  yang  dijatuhkan  semata-mata  menggunakan  teori  pemidanaan
absolut/pembalasan,  tidak  melihat  latar-belakang mengapa  sampai  terjadi
pelanggaran. Pemidanaan  yang  dijatuhkan  semata-mata  hanya  membalas
perbuatan  pelanggar  yang  telah  melakukan  pelanggaran  hukum.
Persidangan  dilakukan  tanpa  dihadiri  oleh  Pelanggar  dengan  kata  lain
persidangan di-laksanakan dengan in absensia tanpa  dibuktikan  apakah
perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang apalagi  sampai membuktikan
kesalahan  pelanggar  di-depan  persidangan.
Hakim yang  di-tetapkan mengadili perkara pelanggaran lalulintas, dipaksa
untuk menjatuhkan   putusan     dengan pembuktian yang hanya berdasarkan surat
pelangaran dari kepolisian tanpa mendengar keberatan dari pelanggar atas
penindakan sehingga Hakim dipaksa untuk  berkeyakinan membenarkan surat
pelanggaran tersebut, dengan kata lain lembaga pengadilan menjadi lembaga
11Pasal 10 ayat (1) dan (2) Perma No. 12 tahun 2016.
penghukuman dan yang dicari adalah kebenaran formil seperti halnya perkara
perdata, bukan kebenaran materil.
In absensia persidangan Tilang sebagaimana diatur didalam PERMA
tilang berbeda dengan in absensia sebagaimana diatur didalam peraturan
Perundang-undangan yang lain (KUHAP) dimana beban pembuktian diserahkan
kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dengan alat bukti yang tersedia.
3.2 Sistem Persidangan pada pelanggaran lalu lintas dapat diselenggarakan
dengan kehadiran pelanggar
In absensia dalam persidangan PERMA Tilang sangat berbeda dengan
persidangan in absensia sebagaimana diatur didalam Peraturan perundang-
undangan yang lain, contohnya seperti halnya yang diatur didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan sebagaimanadiatur didalam
KUHAP merumuskan :“Terdakwa dapatmenunjukseorang dengan surat untuk
mewakilinya disidang “12 , Jika Terdakwa atau wakilnya tidak hadir disidang,
pemeriksaan perkara dilanjutkan.13 Jaksa Penuntut Umum juga masih harus hadir
kepersidangan Tilang, sebagaimana secara implisit diatur didalam pasal 216
KUHAP.
Rumusan persidangan Tilang sebagaimana yang diatur didalam KUHAP
tidaklah menganut persidangan In absensia mutlak, karena pelanggar masih boleh
hadir kepersidangan sendiri ataukah mewakilkan kehadiran dirinya dipersidangan
dengan menggunakan surat kuasa.
12Pasal 213 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
13Pasal 214 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981.
Persidangan Tilang berdasarkan KUHAP masih menggunakan teori-teori
pembuktian yang ada.
Pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie yang dianut di Indonesia
mensyaratkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa/pelanggar minimal 2 (dua)
alat pembuktian ditunjang oleh keyakinan Hakim.
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.14
Di Indonesia, tindak pidana tertentu tidak harus selalu berpatokan
pembuktian sebagaimana yang diatur didalam KUHAP, seperti “Keterangan
seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya (unus testis nulus testis)”,15 Contohnya
pembuktian didalam undang-undangtentang penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga menganut prinsip minimum pembuktian. Keterangan seorang
saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan terdakwa (tidak menganut
unus testis nulus testis) bersalahasalkan ada alat bukti lain yang sah.16
Persidangan pelanggaran lalu lintas didalam KUHAP menggunakan
ketentuan dalam pasal 210 KUHAP,17yang merumuskan Ketentuan dalam bagian
kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang Peraturan
ini tidak bertentangan dengan Paragraf ini.18
14Pasal 183 UU No. 8 tahun 1981.
15Pasal 185 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981.
16Pasal 55 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
17Pasal 216 UU No. 8 tahun 1981.
18Pasal 210 UU No.8 tahun 1981.
Pasal 183 KUHAP masuk kedalam bagian ketiga sehingga untuk
pembuktian persidangan pelanggaran lalu lintas mengikuti alat-alat bukti yang
dirumuskan didalam pasal tersebut.
Pembuktian sebagaimana diatur didalam pasal 183 KUHAP untuk
diterapkan pada persidangan pelanggaran lalu lintas akan memakan waktu dan
menghilangkan roh dari pemeriksaan persidangan tilang itu sendiri yakni
persidangan cepat dan sederhana. Pembuktian didepan persidangan tilang
sebagaimana penjelasan dalam pasal 184 KUHAPidana 19 yaitu dalam acara
pemeriksaan cepat,keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah.
Berdasarkanpenjelasan pasal 184 tersebut, penulis berkesimpulan cukup dengan
alat bukti surat (kalau pelanggarannya tidak membawa SIM dan STNK/ atau
Kedua surat tersebut tahun berlakunya sudah tidak berlaku lagi/kadaluarsa),
adanya keterangan Pelanggar kalau benar-benar melanggar dan keyakinan Hakim
saja. Menurut Penulis, pembuktian tersebut sudahlah cukup mengingat
persidangan tilang menggunakan acara persidangan cepat, pembuktian dilakukan
secara minimal seperti halnya pembuktian didalam undang-undang kekerasan
dalam rumah tangga yang masih menggunakan pembuktian tersebut padahal
kekerasan dalam rumah tangga hukum acara yang digunakan adalah acara
pemeriksaan biasa dan bukan cepat seperti pidana pelanggaran lalu lintas. Yang
patut dikritisi adalah kalimat 1 (satu) alat bukti yang sah. Alat bukti dikatakan sah
dan memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila tidak dapat dibuktikan
sebaliknya, dalam hal ini oleh pelanggar. Alat bukti surat tilang kalau dapat
dipatahkan oleh pelanggar maka alat bukti tersebut menjadi tidak sah, dan
19Penjelasan Pasal 184 UU No.8 Tahun 1981.
pelanggar harus dibebaskan karena tidak memenuhi syarat minimal pembuktian
didalam persidangan cepat (penjelasan pasal 184 KUHAP).
Sistem persidangan tilang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 ayat
(1) PERMA No.12 tahun 2016 dimana Hakim membuka sidang dan memutus
perkara tilang tanpa kehadiran pelanggar adalah bertentangan dengan pasal 6 ayat
1 huruf (b) undang-undang darurat No.1 tahun 1951, LN No.9/1951 yang
merumuskan suatu perkara pelanggaran dapat diperiksa dan diadili tanpa
kehadiran pelanggar  asalkan pelanggar sebelumnya telah dipanggil menghadap
dengan sah.
Pemidanaan yang dikenakan kepada para pelanggar dimana perkara
tersebut telah diputus tanpa kehadiran pelanggar adalah berdasarkan tujuan
pemidanaan absolut, karena sifat pemidanaan absolut adalah balas dendam, tidak
melihat latar belakang kenapa sampai terjadi pelanggar dan tidak ada tujuan selain
membalas, padahal tujuan pemidaan yang baik bukan hanya melakukan
pembalasan namun juga untuk mendidik para pelanggar. Kalau persidangan tilang
dilakukan dengan kehadiran pelanggar akan lebih efisien untuk mengurangi
tingkat pelanggaran, selain Hakim mengetahui latarbelakang pelanggaran, Hakim
juga dapat memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat kepada pelanggar  agar
dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran lagi, tujuan pemidanaan yang
demikian dinamakan teori pemidanaan gabungan (vereningings-theorien).
BAB IV
HAKIKAT PEMBUKTIAN PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
Hakikat dapat diartikan sebagai kebenaran, kenyataan; yang sebenarnya,
yang sesungguhnya.1
Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang
menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang
pengadilan.Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian
mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem
pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau
teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime
atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction
rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas
tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori
Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut
oleh undang-undang secara positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam
undang-undang secara negatif.2
Pembahasan permasalahan ke-2 (dua) ini akan dikaji teori pembuktian
seperti apa yang dirumuskan pada Perma tentang Tilang dan apakah pemidanaan
pada pelanggaran tilang cukup didasari pada perbuatan saja yang dibuktikan
ataukah selain perbuatan yang harus terbukti juga kesalahan pelanggar juga harus
dibuktikan.
1W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1976) Hlm.339.
2 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana(Alumni, Bandung, 2011). Hlm.11.
4.1 Pembuktian pelanggaran tilang didasarkan teori pembuktian negatif
Teori hukum pembuktian didalam perkara pidana terbagi atas :
1. Conviction In Time (Pembuktian berdasar keyakinan Hakim)
Teori ini yang menentukan kesalahan Terdakwa semata-mata
ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan teori ini adalah
dasar keyakinan Hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada
kecenderungan Hakim untuk menerapkan keyakinanannya
membebaskan Terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun
kesalahannya telah terbukti. Teori ini dianut dalam Pengadilan Jury di
Perancis, seperti juga di Pengadilan Adat dan Swapraja. Melalui Teori
ini, Hakim di Pengadilan Distrik atau Kabupaten dijaman dahulu
banyak membebaskan Terdakwa didasari keyakinan Hakim yang sulit
untuk diawasi.3
2. Conviction Raisoning (Keyakinan Hakim atas alasan – alasan yang
logis)
Teori ini menerapkan keyakinan Hakim dengan pembatasan adanya
alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan itu harus dapat diterima akal
sehat dan bersifat yuridis. Teori ini berpangkal pada keyakinan Hakim
dan pada sistem pembuktian beralasan Undang-Undang secara
Negatif.4
3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief
Wettelijke Bewijstheorie)
3H.P. Panggabean, Hukum Pembuktian, teori-praktik dan yurisprudensi Indonesia, (Alumni,
Bandung, 2014). Hlm.81.
4Ibid, Hlm. 82.
Teori ini menentukan pembuktian itu hanya didasarkan kepada alat-
alat pembuktian yang disebut Undang-Undang. Disebut secara positif
artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti yang
disebut Undang-Undang, maka keyakinan Hakim sudah tidak
diperlukan lagi. Teori ini dapat disebut juga formele bewijstheorie
yaitu teori pembuktian formal dengan tujuan menyingkirkan semua
pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat para Hakim secara ketat
menerapkan peraturan pembuktian Undang-Undang tersebut.5
4. Teori pembuktian (negatief wettelijk bewijstheorie).
Teori ini memiliki pedoman yakni Hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.6
Berdasarkan ke-4 (empat) teori diatas, Pembuktian didalam hukum
pidana Indonesia lebih condong kepada pembuktian yang ke-4 (empat) yakni teori
pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie, pembuktian yang menentukan salah
atau tidaknya seseorang berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah dengan
keyakinan Hakim. Karena yang dicari adalah hakikat dari pembuktian tidaklah
cukup hanya dibuktikan pembuktian apa yang akan digunakan didalam
persidangan pelanggaran lalu lintas, akan tetapi pembuktian yang sesungguhnya
dan yang sebenar-benarnya untuk mencapai kebenaran yang hakiki.
5Ibid.
6 Hendar Soetarna, Op.Cit, Hlm. 11.
Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa
hadirnya pelanggar sebagaimana rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang
apakah pemidanaan tersebut masih menggunakan teori pembuktian yang ada
ataukah tidak.
Teori pembuktian yang ada digunakan didepan persidangan untuk
mengetahui apakah perbuatan pelanggar tersebut sesuai dengan surat dakwaan
ataukah slip pelanggaran sebagai pengganti surat dakwaan karena persidangan
pelanggaran lalu lintas termasuk didalam acara persidangan cepat.
Konsekwensi dari rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang yakni
pelanggar diputus bersalah tanpa mendengar terlebih dahulu dari para pelangar,
apakah pelanggar keberatan ataukah tidak dengan surat dakwaan/slip pelanggaran
yang dibuat oleh petugas kepolisian.
Hakim yang menjatuhkan putusan dalam pelanggaran lalu lintas
menggunakan teori pembuktian negatif, slip pelanggaran merupakan surat
dakwaan merangkap alat bukti surat dengan barang bukti STNK ataupun SIM
dikuatkan dengan keyakinan Hakim bahwasannya setiap pelanggaran tilang yang
diajukan kepersidangan pastilah pelanggar tersebut bersalah.
4.2 Pembuktian persidanganperkara tilang tidaklah cukup hanya perbuatan
saja akan tetapi juga unsur kesalahannya
Hakikat pemidanaan persidangan tilang karena sifatnya acara yang
digunakan persidangan cepat, cukuplah hanya perbuatan saja yang
dibuktikan/strict liablity.
Hamzah Hatrik didalam bukunya menulis “Asas pertanggungjawaban
mutlak (strict liability) dalam hukum pidana Indonesia hanya dikenal sebagai
doktrin namun dalam praktiknya asas strict liability sering digunakan dalam
perkara pelanggaran lalu lintas. Strict liability dinyatakan sebagai
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault).Hal ini berarti bahwa
si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatansebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sebagaimana sikap batinnya”.7
Strict Liability dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan
tanggungjawab mutlak. Selain  itu diterjemahkan pula dengan istilah
tanggungjawab seketika dan langsung.8
Ajaran stricht Liablility pertamakali dikenal pada hukum Perdata.
Model tanggungjawab Sricht Liability ini memunculkan tanggungjawab
seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat.9
Konsep strict Liability yang ada dibelanda dikenal sejak adanya water en
melk arrest 14 Februari 1916 NJ 1916.10
Inggris mengenal ajaran Strict Liability bermula dari kasus Ryland U
Fletcher tahun 1868. Kasus tersebut berkaitan dengan kegiatan penambangan
batubara dibawah tanah yang lokasi penambangannya berdekatan dengan tanah
tergugat yang digunakan untuk tempat pembangunan sebuah waduk guna
menyuplai air bagi kegiatan mesin penggilingan.Kegiatan penggalian tanah
7Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict
Liability dan Vicarious Liability),(Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996). Hlm. 13.
8Imamulhadi, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25, Perkembangan Prinsip Strict Liability dan
Precantionary (Bagian Hukum dan Pembangunan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas
Padjajaran, Bandung, Oktober,2013). Hlm. 419.
9Ibid, Hlm. 422.
10 Sutan Remi Sjahdeni, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Grafiti Pers, Jakarta,
2006).Hlm.80.
ternyata sampai pada pembatas tanah bagian bawah, dimana sisi pembatas itu
merupakan bekas tambang yang sedang dikerjakan oleh Penggugat.Setelah waduk
selesai dan kemudian diisi air beberapa hari kemudian waduk jebol dan
menggenangi tambang milik Penggugat.11
Pengadilan tingkat pertama (The Court OF Exchequer) memenangkan
pihak tergugat.Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada diri tergugat tidak
terdapat unsur kelalaian. Kasus kemudian dibawa ketingkat banding (The Court
Of Chamber) pada tingkat banding gugatan penggugat dikabulkan tergugat
dinyatakan bersalah. Pengadilan Banding berpendapat bahwa setiap orang demi
kepentingannya membawa mengumpulkan dan menyimpan segala sesuatu diatas
tanahnya yang dapat merugikan pihak lain wajib memelihara benda itu. Jika ia
tidak mampu melakukannya maka ia bertanggungjawab atas akibat – akibat yang
ditimbulkannya. Tergugat hanya dapat terbebas jika ia dapat membuktikan bahwa
kerugian yang ditimbulkan adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri atau
akibat bencana alam. Pada tingkat kasasi (House Of Lord), Putusan banding
Penggugat dikukuhkan oleh Hakim Kasasi. The House Of Lord berpendapat
bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh tergugat bersifat diluar kelaziman
(non natural use). Memasukan atau membawa air dalam jumlah besar kedalam
atau diatas tanahnya, yang dalam kondisi alami air itu tidak ada. Jika akibat
pemanfaatan air itu menyebabkan air melimpah dan menggenangi tanah
penggugat maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan.12
Pertimbangan House Of Lord menyimpulkan kriteria implementasi Strict Liability
suatu penggunaan sumber daya bersifat tidak lazim (non natural use) maka
11Imamulhadi, Op.cit, Hlm. 422.
12 Mas Ahmad Santoso, Penerapan asas tanggungjawab mutlak (strict liability dibidang
lingkungan hidup, (Icel, Jakarta, 1997). Hlm. 29-36.
apabila menimbulkan pada orang dapat dikenai pertanggungjawaban secara strict
liability.13
Pakar hukum di Amerika berdasarkan the restatement of tort, sepakat
bahwa strict liability dapat diimplementasikan apabila memenuhi klasifikasi :14
1. Mengandung resiko bahaya yang tinggi terhadap manusia, tanah atau harta
benda bergerak.
2. Kemungkinan terjadinya bahaya yang sangat besar.
3. Ketidakmampuan meniadakan risiko.
4. Kegiatan bukan merupakan kegiatan yang lazim.
5. Ketidaksesuaian antara sifat kegiatan yang bersangkutan dengan lingkungan
atau tempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.
6. Manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat dikalahkan oleh sifat-sifat bahaya
dari kegiatan itu.
Kegiatan-kegiatan lebih riil yang tergolong berbahaya dan abnormal
adalah:15
1. Kegiatan usaha terkait dengan limbah bahan berbahaya beracun.




5. Penggunaan mesin pematok tiang besar.
6. Limpahan air strict liability atau risico-aansprakelijkheid.
13Imamulhadi, Op.Cit, Hlm. 424.
14Ibid
15William Proser, et,al, Torts Cases and Materials, (Foundation Press, New York, 1982). Hlm. 724.
Dibelanda implementasinya dibatasi untuk kegiatan-kegiatan yang terkait
dengan :16
1. Kegiatan pengolahan bahan berbahaya.
2. Kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya.
3. Kegiatan pengangkutan bahan berbahaya melalui laut,sungai, dan darat.
4. Kegiatan pengeboran dalam tanah yang menimbulkan ledakan.
Berpijak pada latarbelakang strict liability sebagaimana diuraikan diatas,
jelas dapat dikemukakan disini, baik di Belanda, Inggris, Amerika dan
berdasarkan konvensi internasional menghendaki implementasi strict liability
dibatasi. Implementasi strict liability principle di Indonesia diatur pada UU No.
23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup.17
Asas strict liability pada dasarnya merupakan asas yang  terdapat dalam
hukum perdata yang kemudian diserap kedalam hukum pidana dalam hal
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas strict liability pertamakali
diterapkan dalam kasus Rylands VS Fletcher tahun 1868 di Inggris. Dimana
kemudian putusan hakim tingkat banding the court of exchequer chamber adalah
yurisprudensi yang berkembang menjadi dasar nilai hukum bukan saja dalam
aspek lingkungan,tetap juga bagi masalah-masalah lain yang bersifat sangat pelik
bila dikaitkan dengan perkembangan berbagai kehudupan, bahkan dipakai pula
dalam hukum pidana. 18
16Imamulhadi, Op.Cit, Hlm.424.
17Ibid.
18N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Erlangga, Jakarta, 2014). Hlm.
313.
Menurut Packer, Strictliability atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan
merupakan suatu pembagian yang penting dalam hukum pidana di abad ini, baik
melalui pengundangan oleh pembentuk undang-undang atau melalui interpretasi
oleh pengadilan untuk melarang perbuatan tersebut tanpa kesalahan
seseorang.19Thomas Morawetz juga berpendapat, bahwa kita telah menyaksikan
jenis-jenis tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara strictliability dalam
20 hingga 30 tahun terakhir ini.20
Menurut Abidin, ada setidaknya tiga alasan diterimanya Strict Liability
terhadap tindak pidana – tindak pidana tertentu, dimana pembuat Undang-undang
tidak mempersyaratkan dibuktikannya unsur kesalahan/ mens rea, yaitu (1)
essensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting demi
kesejahteraan masyarakat harus ditaati, (2) Pembuktian mens rea terhadap tindak
pidana – tindak pidana serupa sangat sulit, dan (3) Menghindari adanya bahaya
sosial yang tinggi. 21
M. Arief Amrullah berpendirian bahwa asas ini akan diterapkan apabila
tindak pidana itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang
mengandung elemen keahlian yang khusus dan memadai, tanggung jawab sosial
dan kesejawatan yang didukung oleh kode etik.22
Asas strict liability diterapkan antara lain apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan profesinya dalam menjalankan
profesinya, yang mengandung elemen keahlian memadai (expertise),
19 Herbert L. Packer, The Limit Of The Criminal Sanction, (Stanford University Press,
California,1968). Hlm. 13.
20Thomas Morawetz, The Philosophy Of Law; An Introduction, (Macmillan Publishing Co.Inc, New
York, 1980). Hlm. 209.
21A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Pradnya Pramita, Jakarta, 1983). Hlm. 41.
22Hasbullah F. Sjawie, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; pada Tindak Pidana Korupsi,
(Kencana, Jakarta, 2017). Hlm. 26.
tanggungjawab sosial (sosial responsibility) dan karena jabatan (corporatenes),
yang didukung oleh semua kode etik.23
Adapun kalangan yang menolak keberadaan doktrin strict liability ini
mengajukan beberapa alasan : (1) Strict Liability adalah hal yang tidak perlu.
Strict Liabilityakan berujung pada pemidanaan kepada orang yang tidak bersalah;
Dan apa gunannya menghukum orang yang tidak bersalah, (2) Strict Liability
tidak adil, karena seseorangyang bertindak dengan tidak tercela bisa saja dituntut
pidana dan memperoleh catatan hukuman. 24
Peraturan perundang-undangan yang menerapkan asas strict liability
haruslah secara tegas dinyatakan didalam perundang-undangan tersebut
sebagaimana yang dirumuskan didalam pasal dan penjelasan Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), “Strictliability” diatur didalam pasal
38 ayat (1) RUU tentang KUHP tahun 2007, sebagai situasi dimana “Dalam delik
tertentu, undang-undang dapat menentukan seseorang dapat dipidana semata-mata
karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan
adanya kesalahan. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa ketentuan pada ayat ini
merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan.Oleh karena itu
tidak berlaku bagi semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana
tertentu yang ditetapkan undang-undang”.25
Strict Liability dari pemaparan diatas dapatlah diterapkan didalam
perkara pidana:
23Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil, Kedudukan dan Tanggungjawab




1. Dikhususkan terhadap perkara pidana yang secara eksplisit dinyatakan
didalam perundang-undangan yang mengaturnya;
2. Subjek hukumnya korporasi ataupun person yang menjalankan
profesinyayang mengandung elemen keahlian memadai (expertise),
tanggungjawab sosial (sosial responsibility) dan karena jabatan
(corporatenes), yang didukung oleh semua kode etik;
3. Pembuktian dipersidangan sulit;dan
4. Dampak/akibat sosial dari pidana yang dilakukan sangat besar/ dapat
menimbulkan bahaya potensial yang serius terhadap keselamatan publik.
Strict Liability dalam pembuktiannya menggunakan teori pembuktian
menurut Undang-Undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijstheorie), cukup
telah terbukti perbuatan pelanggarannya dengan alat-alat bukti yang disebut
Undang-Undang, maka Hakim haruslah berkeyakinan telah terjadi tindak pidana.
Misalkan pelanggar didakwa karena telah melanggar marka jalan, dipersidangan
cukup pelanggar mengakui perbuatannya, Hakim haruslah meyakini kalau
Pelanggar telah melakukan pidana pelanggaran lalu lintas. Teori pemidanaan yang
digunakan pastilah teori absolut/teori pembalasan (vergelding theorie), teori ini
menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena sipelaku telah
melakukan kejahatan/pelanggaran dan harus dipidana dimana pidana sifatnya
semata-mata hanyalah pembalasan.
Persidangan in absensiapelanggaran lalu lintas yang diatur baik didalam
Peraturan Mahkamah Agung maupun oleh KUHAP adalah:
1. Tidak diatur secara eksplisit didalam kedua peraturan tersebut tentang
penerapan pembuktian strict liability terhadap pelanggaran lalu lintas;
2. Subjek hukumnya/pelanggarnya adalah person yang sedang tidak
menjalankan profesinya;
3. Pembuktiannya mudah;dan
4. Dampak/akibat sosial  yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut tidaklah
serius.
Berdasarkan uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwasannya pembuktian
berdasarkan ajaran strict liability tidak-lah dapat diterapkan didalam pelanggaran
lalu lintas. Oleh karena tidak memenuhi syarat penerapan strict liability dalam
pidana pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya akan dikaji apakah kesalahan harus
dibuktikan dalam persidangan tilang.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah adopsi HIR
Belanda berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1946 dan diberlakukan
diseluruh Indonesia dengan undang-undang No. 73 tahun 1958. Pemberlakuan
hukum pidana belanda adalah KUHP yang dipaksakan oleh Pemerintah
Kolonial.26
Mr. Supomo didalam penjelasan mengenai KUHP yang berlaku di Hindia
Belanda (Wetboek van strafrecht) selaras dengan pernyataan Modderman yang
menjelaskan bahwa asas-asas terpenting dari KUHP Hindia Belanda adalah
sebagai berikut:27
1. Yang dapat menjadi subjek dari perbuatan pidana hanya orang, badan
hukum dan binatang tidak.
2. Pembagian perbuatan pidana adalah kejahatan dan pelangaran.
26Romli Atmasasmita, Rekontruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, geen straft zonder
achuld, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017).Hlm.7.
27Supomo, Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Pradnya Paramita, 2002), 132-
133.
3. Tiada suatu hukuman dengan tiada kesalahan atau tiada suatu hukuman
dengan tiada pelanggaran hukum.
4. Untuk setiap perbuatan pidana diharuskan adanya terlebih dulu ketentuan
undang-undang pidana (Pasal 1  W.v.S).
5. Sistem hukuman di “Hindia’ mengenal empat hukuman pokok (pasal 10),
yaitu : (a) hukuman mati; (b) hukuman penjara; (c) hukuman kurungan;
dan (d) denda uang.
Asas tiada pidana tanpa kesalahan, geen straft zonder schuld (Belanda);
Actus non facit reum nisi mens sit rea (Latin) berasal dari Yurisprudensi Hooge
Raad (Belanda) pada tanggal 14 Februari 1916. Asas hukum pidana ini terkait
dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada presumsi
bahwa schuld tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum
(wederrechttelijk), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa adanya
kesalahan.28 Putusan dari Pengadilan Tertinggi Belanda (Hoge Raad)yang secara
tegas membenarkan pendapat yang menganut semboyan “tiada hukuman pidana
tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) dalam kasus pencampuran susu perah
yang dilakukan oleh pengusaha susu perah dimana yang jadi Terdakwa adalah
penjual susu perah yang disuruh oleh pengusaha susu perah untuk menjual kepada
pelanggan dimana penjual susu perah tidak mengetahui kalau susu tersebut sudah
dicampur oleh sang pengusaha.29
Wirjono Prodjodikoro sangat tertarik atas pertimbangan dari Hoge Raad
yang pada akhirnya memajukan rechtgevol atau rasa keadilan sebagai alasan
untuk menganggap berlakunya prinsip “tiada hukuman pidana tanpa kesalahan”.
28Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rineka Cipta, 2000). Hlm. 155.
29Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Reflika Aditama, Bandung,
2014). Hlm. 76.
Ini cocok dengan sikap saya pada umumnya dalam meninjau hukum pada
umumnya. Lihat Van Hattum,yang dalam bukunya halaman 296 mengatakan : Als
Enig argument noemt het college (hoge raad) het rechtgevol (sebagai satu-satunya
alasan Hoge Raad disebutkan rasa keadilan).30
Terdapat 3 (tiga) unsur dari tindak pidana, yaitu:31
1. Perbuatan yang dilanggar.
2. Akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar-alasan mengapa perbuatan
itu dilarang.
3. Sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-akibat itu.
Unsur yang menghubungkan sipelaku dengan ke-3 (tiga) unsur tadi adalah
mengenai hal kebatinan, yaitu kesalahan sipelaku tindak pidana (schuld-
verband).Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat
dipertanggungjawabkan pada sipelaku.Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-
betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana
(geen strafbaar feit zonder schuld).32
Terdapat 2 (dua) macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan (opzet) dan
kurang hati-hati (culpa).33
Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk), sipelaku benar-benar
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman
hukuman pidana.Ada yang mengatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah
hanya perbuatannya, bukan akibat. Akibat ini oleh sipelaku hanya dapat





secara dialetika timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu (a) teori
kehendak (wilstheorie) dan (b) teori bayangan (voorstellings-theorie).34
Teori Kehendak menganggap kesengajaan (opzet) ada apabila perbuatan
dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh sipelaku. Teori bayangan
menganggap kesengajaan apabila sipelaku pada waktu mulai melakukan
perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan
tercapai, maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibatnya itu.35
Teori kesengajaan yang ke-2 (dua) adalah kesengajaan secara keinsyafan
kepastian (opzetbij zekerheids-bewustzinj) yaitu pelaku dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu
benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 36 Tentang bentuk
kesengajaan sebagai sadar kemungkinan menurut Van Dijck dan Pompe adalah
bukanlah salah satu bentuk kesengajaan, tidak ada kesengajaan  tetapi hanya
mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. 37Bagaimana dapat ditentukan isi
batiniah sipelaku yang sangat rumit ini.Dan, kalau toh ini boleh ditentukan oleh
seorang hakim, ada kekawatiran bahwa terlalu mudah diadakan ketentuan ini
sehingga mungkin sekali suatu hubungan kesalahan (schuldverband) yang
sebetulnya hanya merupakan culpa atau kurang hati-hati, dianggap sudah
merupakan kesengajaan.38
Culpasendiri memiliki arti adalah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam
ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan






berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Untuk culpa harus
diambil sebagai ukuran sebagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat
bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi.Jadi, tidaklah dipergunakan
sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang
yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.39
Persidangan umum untuk tindak kejahatan, unsur kesalahan selalu
dipertimbangkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Majelis Hakim sebelum
menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana/Terdakwa. Sedangkan untuk
tindak pidana pelanggaran lalu lintas sendiri masih terjadi perdebatan apakah
masih memerlukan pembuktian unsur kesalahan ataukah tidak.
Pelanggaran termasuk kedalam acara pemeriksaan cepat didalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga sering kali dinilai cukup
perbuatannya saja yang dibuktikan sedangkan unsur kesalahan dikesampingkan.
Antara kejahatan dan pelanggaran tidak ada pembedaan kualitatif, hanya
kuantitatif saja;artinya,pada umumnya tindak pidana yang ringan-ringan ditunjuk
sebagai pelanggaran.40
Pidana pelanggaran lalu lintas yang merupakan bagian dari buku III
didalam hukum materil dimana hukuman yang dijatuhkan untuk sebuah
pelanggaran juga tidaklah seberat dalam tindak pidana kejahatan, contohnya
adalah pidana denda.
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik
secara alternatif maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-
kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pada pidana denda sering diancamkan
39Ibid, Hlm.73.
40C.S.T. Kansil, dkk, Pengantar Ilmu Hukum,(Rineka Cipta, Jakarta,2014). Hlm.422.
sebagai alternatif dari pidana kurungan, kecuali untuk pelanggaran lalu lintas
pidana denda lebih diutamakan dari pidana kurungan. Pidana Kurungan hanya
sebagai pidana subsider, apabila denda tidak dibayar maka pidananya diganti
dengan pidana kurungan.
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua,lebih tua dari pada pidana
penjara. Mungkin setua dengan pidana mati dan pengasingan.Pidana denda
terdapat pada setiap masyarakattermasuk masyarakat primitif pula.Pidana denda
dikenal juga pada jaman majahpahit.Begitupula pelbagai masyarakat primitif dan
tradisional di Indonesia.Pada jaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap
delik-delik ringanberupa pelanggaran atau kejahatan ringan.41
Akan tetapi kalau hanya berdasar pertimbangan, persidangan pelanggaran
tilang masuk kedalam persidangan cepat dengan hanya penjatuhan denda lantas
mengabaikan unsur kesalahannya didalamnya, hak-hak pelanggar pastilah
dirugikan karenanya,terutama pelanggar yang merasa dirinya tidak bersalah,
diantaranya adalah:
1. Asas Praduga tak bersalah, asas ini dikenal dengan istilah
“presumption of innocent” yang artinya suatu asas yang menghendaki
agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap
belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya itu.(vide pasal 8 UU No.4 tahun 2004 tentang Undang-
undang pokok kekuasaan kehakiman).Segi positif asas “presumption of
innocent” adalah sangat memberi perhatian terhadap perlindungan
41Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Perkembangannya, (Softmedia,
Medan,2012). Hlm. 263-264.
HAM, sebab semua tindakan yang dilakukan harus benar berdasarkan
aturan-aturan hukum.42
2. Kehadiran pelanggar untuk mempertahankan haknya dimuka
persidangan. Mempertahankan hak adalah hak asasi dari setiap warga
negara tanpa membeda-bedakan latar-belakang dan status sosial dari
warga negara tersebut, sebagaimana rumusan di dalam
konstitusi“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.43
3. Hak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan merupakan hal yang
sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang terus diperjuangkan
setiap individu dan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang
lebih baik,aman dan sentosa. Hak yang dimiliki seseorang merupakan
hak asasi yang wajib diperlakukan secara adil didalam segala aspek
kehidupan termasuk diantaranya untuk memperoleh keadilan didalam
proses persidangan. Hak untuk mendapatkan keadilan adalah
merupakan hak asasi dari setiap manusia, sebagaimana rumusan
Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu : “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakukan
hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam semangat
didepan hukum”.44
4. Selainasas presumption of innocenceterdapat juga asas culpabilitas (no
punishment without guilt). Jiwa kedua asas ini terlihat didalam
42H.P. Panggabean, Op.cit, Hlm.78.
168 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.
44 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
perumusan pasal 11 UDHR, pasal 14 ayat (2) ICCPR. Penentuan
kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena itu untuk
seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan,maka setiap
orang berhak untuk:Memperoleh peradilan yang bebas,jujur, dan tidak
berpihak (independent judiciary and fair trial) dan Memperoleh
bantuan dari profesi hukum yang bebas (independent legal
profession).45
Tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau
“overtredingen”,termuat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Disitu tidak ada suatu penyebutan unsur kesalahan, baik kesengajaan maupun
culpa. Ada beberapa pasal yang mengandung unsur kesengajaan, seperti:46
1. Menghasut (aanhitsen) seekor hewan agar menyerang seorang manusia
atau seekor hewan lain yang menarik suatu kendaraan (pasal 490 ke-1
KUHP).
2. Mengemis ditempat umum (bedelen in het openbaar) (pasal 504 KUHP).
3. Berjalan atau berkendara tanpa hak pada sebidang tanah yang
memasukinya oleh yang berhak dilarang dengan cara yang terang bagi
sipelaku (pasal 551 KUHP).
4. Membakar bangunan miliknya sendiri tanpa izin penguasa setempat (pasal
496 KUHP).
Rumusan pasal yang menyebutkan unsur culpa,misalnya pasal 490 ke-3
KUHP yang mengancam dengan hukuman pidana seseorang yang tidak menjaga
45Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, Hlm.73-74.
46Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, Hlm.75.
sepantasnya agar suatu hewan galak yang ada dibawah pengawasannya tidak
membahayakan. 47
Dengan sedikit kekecualian ini, maka dari perumusan pasal-pasal Buku III
KUHP ini tidak ditemukan unsur kesalahan.48
Barda Nawawi menyatakanAsas tiada pidana tanpa kesalahan
ini,meskipun diakui keberadaannya di KUHP, tetapi tidak mendapat tempat dalam
aturan umumnya.49
Pendapat-Pendapat yang menyatakan dalam hal pelanggaran oleh karena
tidak dirumuskan, seseorang dapat dihukum tanpa kesalahan, tidaklah dapat
dipertanggungjawabkan, dengan pertimbangan:
1. Konsep tidak lagi membedakan tindak pidana dalam kualifikasi berupa
‘kejahatan’ dan ‘pelanggaran’. Kebijakan ini didasarkan pada resolusi
seminar hukum nasional I tahun 1963 dan hasil lokakarya buku II KUHP
tahun 1985. Didalam resolusi Seminar Hukum Nasional I
(1963),khususnya pada resolusi butir VI bidang hukum pidana diserukan
agar didalam bagian khusus KUHP tidak lagi diadakan penggolongan
dalam 2 (dua) macam delik (kejahatan dan pelanggaran).Resolusi ini
dipertahankan dalam lokakarya buku II tahun 1985 dengan
mengemukakan alasan yang pada intinya sebagai berikut:50
a. Tidak dapat dipertahankannya lagi kriteria pembedaan kualitatif antara
‘rechtsdelict’ dan ‘wetsdelict’ yang melatar-belakangi penggolongan 2
(dua) jenis tindak pidana itu.
47Ibid.
48Ibid, Hlm.75-76.
49Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Op.cit, Hlm.25.
50Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,Op.Cit, Hlm. 87-88.
b. Penggolongan 2 (dua) jenis tindak pidana itu pada jaman hindia-
belanda memang relevan dengan kompetensi pengadilan waktu
itu,’pelanggaran’ pada dasarnya diperiksa oleh Landgerecht
(pengadilan kepolisian) dengan hukum acaranya sendiri, dan
‘kejahatan’ diperiksa oleh Landraad (pengadilan negeri) atau raad
van justitie (pengadilan tinggi) dengan hukum acaranya sendiri
pula,pembagian kompetensi seperti tidak dikenal lagi saat ini.
c. Pandangan mutakhir mengenai ‘afkoop’ (seperti pada pasal 82
KUHP/WvS) sebagai alasan penghapus tidak hanya berlaku terbatas
untuk ‘pelanggaran’ saja,tetapi dapat berlaku untuk semua tindak
pidana walaupun dengan pembatasan ancaman maksimum pidananya.
2. Pada tindak pidana pelanggaran, umumnya norma-norma pidanannya tidak
tampak, apakah sengaja ataupun alpa, yang menjadi syarat sebagai elemen
kesalahan; Sedang pada tindak pidana kejahatan unsur kesalahannya, baik
kesengajaan ataupun kealpaan itu tampak. Meski demikian sesuai putusan
Hoge Raad der Nederlanden 14 Februari 1916, NJ 1916, unsur kesalahan
pada tindak pidana pelanggaran itu perlu, dan kalau tidak ada sama sekali
kesalahan maka terhadap pelakunya harus diberikan pembebasan dari
tuduhan, ini sesuai dengan prinsip, tak dapat dihukum jikalau tidak ada
kesalahan.51
Tindak-pidana lalu-lintas sebagian besar adalah sebuah pelanggaran dan
bukan kejahatan sebagaimana rumusan pasal 316 ayat (1) Undang-Undang No.22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Ketentuan sebagaimana
51M.H. Tirtaamidjaja, Op.cit, Hlm.59.
dimaksud dalam pasal 274, pasal 275 ayat (1), pasal 276, pasal 278, pasal 279,
pasal 280, pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal 284, pasal 285, pasal 286, pasal
287, pasal 288, pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293, pasal 294,
pasal 295, pasal 296, pasal 297, pasal 298, pasal 299, pasal 300, pasal 301, pasal
302, pasal 303, pasal 304, pasal 305, pasal 306, pasal 307, pasal 208, pasal 309
dan pasal 313 adalah Pelanggaran.52
Rumusan pasal-pasal pidana pelanggaran yang terdapat didalam Undang-
Undang Lalu-Lintas tidak tersurat apakah perbuatan itu suatu kesengajaan ataukah
suatu kelalaian.
Pasal 288 ayat (2) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan
yang tidak dapat menunjukan surat ijin mengemudi yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah)”.
Pasal 106 ayat (5) huruf (b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: “Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib
menunjukkan: Surat Izin Mengemudi”.
Walaupun tidak terumuskan dengan jelas rumusan pasal 288 ayat (2) UU
No.22 tahun 2009, tidak berarti unsur kesalahan tidak dianggap penting apalagi
bagi pelanggar yang tidak merasa tidak bersalah.
52 Pasal 316 ayat (1) UU No.22 tahun 2009 tentang Angkutan Lalu Lintas dan
Jalan,(Mahardika,Jogjakarta,2015).
Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini tidak tercantum dalam KUHP
Indonesia maupun bentuk peraturan lainnya,namun berlakunya asas ini sekarang
tidak diragukan karena bertentangan dengan rasa keadilan, bilamana ada orang
yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah, karena asas utama
dalam pertanggungjawaban pidana ialah adanya kesalahan.53
Contoh kasus : Si A yang keseharainnya melakukan aktifitas diluar rumah
dengan menggunakan sepeda motor, suatu hari Si B yang merupakan saudara dari
Si A, tanpa seijin dan sepengetahuan Si A mengambil Surat Ijin Mengemudi
(SIM) Si A dari dalam dompet karena Si B belum cukup umur (16 tahun) untuk
memiliki sebuah SIM. Setelah menggunakan SIM milik Si A tersebut, Si B lupa
untuk mengembalikan SIM tersebut. Si A yang tidak mengetahui SIMnya tidak
ada didompetnya, suatu waktu berkendara dan ditilang dengan dakwaan pasal 288
ayat (2), setelah berargumen dengan anggota polisi kalau dirinya tidak bersalah
akan tetapi tetap ditilang juga. Secara perbuatan memang si A tidak membawa
SIM pada saat berkendara akan tetapi tidak membawa SIM tersebut disebabkan Si
A tidak sengaja atau lalai, karena SIM A dipinjam si B tanpa sepengetahuan Si A.
Kemana Si A mencari keadilan kalau bukan ke Pengadilan.
Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa unsur kesalahan adalah unsur
mutlak yang harus ada untuk bisa menetapkan bahwa suatu perbuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku. Adanya kesalahan dari
pelaku tindak pidana adalah merupakan suatu keharusan kalau perbuatan dan
53Marjono Reksodipuro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya;Perubahan
Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukum,Jakarta,2007).Hlm.107.
kesalahananya ada, baik yang berupa kesengajaan maupun kelalaian, maka
pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.54
Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 April 1957 yang termuat
dalam majalah hukum tahun 1957 nomor 7-8 halaman 13-9 menganggap
berlakunya prinsip tiada pidana tanpa kesalahan di Indonesia sesuai dengan rasa
keadilan.55Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut tidaklah secara
eksplisit memberlakukan asas tiada pidana tanpa kesalahan termasuk didalamnya
bagi pelanggaran lalu lintas seperti Putusan Mahkamah Agung dinegara Belanda
dalam Arrest Hoge Raad tanggal 14 Desember 1965, VR 1966 tentang kasus
pelanggaran, dalam putusannya menyebutkan “seorang pengemudi yang
melanggar tanda lalu lintas tentang batas kecepatan mengemudi yang
diperbolehkan tidak dapat dipersalahkan mutlak karena ia tidak mungkin dapat
melihat tanda yang bersangkutan dengan pasti”.56dan Putusan Hoge Raad tahun
1923 “Seorang supir yang mengemudikan kendaraan yang dimuati beban terlalu
berat, namun oleh Pengadilan dilepas dari segala tuntutan hukum karena
pelanggar tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan tindakan yang terlarang”.57
Dengan demikian, baik terhadap perbuatan yang dilarang sebagai tindak
pidana kejahatan maupun pelanggaran, maka kepada orang yang melakukannya
tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kecuali ada unsur kesalahan pada
pelaku yang bersangkutan.
Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” adalah pertanggungjawaban pidana
bersifat personal (dikenal dengan istilah asas personalitas). Pertanggunjawaban
54Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,(Eresco,Bandung,1981).Hlm.55.
55Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, 2014, Op.Cit, Hlm. 77.
56Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan
padanannya dalam KUHP Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014). Hlm.281.
57Ibid, Hlm. 282.
pidana hanya dikenakan pada si pelaku yang bersalah. Jadi asas personalitas
inipun dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain yang tidak bersalah.
Ini berarti tidak ada pertanggunjawaban warisan didalam hukum pidana.58
Tanpa adanya kesalahan tidak bisa menghukum seseorang.Hanya kepada
orang yang mempunyai kesalahan pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan
keadilan tidak bisa diraih jika orang dihukum ketika dia melakukan sesuatu
perbuatan tanpa memiliki kesalahan.59
Berkaitan dengan unsur kesalahan, maka dalam konteks hukum pidana
dibelanda, dikatakan oleh Peter J.P Tak, bahwa kesalahan dalam hukum pidana
merupakan faktor utama/penentu adanya suatu pertanggungan jawab pidana.60
Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah
memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, tetapi masih ada syarat
lainyang harus dipenuhi yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan itu
harus mempunyai kesalahan atau bersalah.61
Prinsip ini juga harus dituruti di Indonesia, tidak semata-mata oleh karena
KUHP Indonesia sebagai induk hukum pidana adalah tiruan dari KUHP Belanda,
tetapi karena menurut hemat Penulis bertentang dengan hak asasi manusia apabila
dimungkinkan seseorang dijatuhi hukuman pidana meskipun terang sama sekali
tidak ada kesalahan dari pihak pelaku.
Asas kesalahan inilah yang merupakan rambu pembatas penerapan pidana
yang sewenang-wenang oleh penguasa. Bahkan dalam pandangan penulis, asas
kesalahan merupakan filter yang bersifat selektif terhadap dapat atau tidaknya
58Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, Op.cit, Hlm.74.
59Michael Jefferson, Criminal Law, 9th ed, (Pearson Longman,Essex,England,2009).Hlm.7.
60 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Kencana, Jakarta,2006).Hlm.27.
61Puslitbang Hukum, Op.cit, Hlm.41-41.
dipidana suatu perbuatan sebagai bentuk pertanggungjawaban (pidana).62Sehingga
dapat dipahami dengan pendapat yang menegaskan bahwa “gedung bertumpu
pada fundamennya, demikian juga halnya pidana  bertumpu pada kesalahan.
Karena kesalahan pidana menjadi sah atau dengan kata lain kesalahan adalah
dasar yang mengesahkan pidana”63 Rambu pembatas pada asas kesalahan secara
normatif terdapat padaasas hukum pidana universal, yaitu asas legalitas Pasal 1
ayat (1) KUHP yang menurut pendapat Von Feurbach mengandung 4 aspek : Lex
stricta, lex certa, lex scripta, dan lex praevia.64
Penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan dari pelanggar bertentangan
dengan teori-teori pemidanaan yang ada baik itu teori pemidanaanabsolut/teori
pembalasan, teori pemidanaan relatif dan teori pemidanaan gabungan antara
pembalasan dan relatif  karena bagaimana mungkin pelanggar dijatuhi pidana
padahal pelanggar tersebut belum dibuktikan unsur kesalahannya.
Terhadap pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan:
1. Doktrin dari Modderman : asas-asas terpenting dari KUHP Hindia Belanda,
salah satu diantaranya adalah tiada suatu hukuman dengan tiada kesalahan
atau tiada suatu hukuman dengan tiada pelanggaran hukum.
2. Arrest Hoge Raad tanggal 14 Desember 1965, VR 1966 tentang kasus
pelanggaran, dalam putusannya menyebutkan “seorang pengemudi yang
melanggar tanda lalu lintas tentang batas kecepatan mengemudi yang
diperbolehkan tidak dapat dipersalahkan mutlak karena ia tidak mungkin
dapat melihat tanda yang bersangkutan dengan pasti” dan Putusan Hoge Raad
62Romli Atmasasmita, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Op.cit, Hlm.187.
63Andrew Asworth, Lucia Zedner and Patarick Tomlin (eds), Prevention And The Limits Of The
Criminal Law, (Oxford University Press, 2013).Hlm.215.
64 Keiler, Johannes and David Roef (eds), Comparative Concepts of Criminal Law,
(Intersentia,2015).Hlm.12-15.
tahun 1923 “Seorang supir yang mengemudikan kendaraan yang dimuati
beban terlalu berat, namun oleh Pengadilan dilepas dari segala tuntutan
hukum karena pelanggar tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan tindakan
yang terlarang”.
3. Doktrin dari Barda Nawawi : asas tiada pidana tanpa kesalahan,meskipun
keberadaannya diakui dalam KUHP tetapi tidak mendapat tempat dalam
aturan umumnya.
4. Hukum materil didalam buku III tentang pelanggaran, unsur kesalahan
tetaplah ada walaupun tidak ter-rumuskan, contoh pada pasal 551 KUHP
“Berjalan atau berkendara tanpa hak pada sebidang tanah yang memasukinya
oleh orang yang berhak dilarang dengan cara yang terang bagi si pelaku”.
5. Doktrin Wirjono Prodjodikoro : baik kejahatan maupun pelanggaran,unsur
kesalahan harus dibuktikan.
6. Doktrin C.S.T Kansil : Antara kejahatan dan pelanggaran tidak ada perbedaan
kualitatif, hanya kuantitatif saja.
7. Hasil seminar hukum nasional I tahun 1963 dan hasil lokakarya buku II
KUHP tahun 1985, tidak lagi membedakan tindak pidana dalam kualifikasi
berupa kejahatan dan pelanggaran.
8. Walaupun tindak pidana pelanggaran, umumnya norma-norma pidananya
tidak tampak, apakah sengaja atau kelalaian, meski demikian sesuai putusan
Hoge Raad der Nederlanden 14 Februari 1916, NJ 1916, unsur kesalahan
pada tindak pidana pelanggaran itu perlu, kalau tidak terdapat unsur
kesalahan, maka pelaku tersebut tidaklah dapat dihukum.
Tindak pidana pelanggaran, tidaklah cukup hanya perbuatan saja yang
dibuktikan akan tetapi juga haruslah ada unsur kesalahan didalamnya, karena
dengan diberlakukannya unsur kesalahan dalam tindak pidana pelanggaran maka
rasa keadilan bagi pelanggar dapatlah tercapai.
BAB V
RUMUSAN PASAL 7 AYAT (1) PERMA NO. 12 TAHUN 2016 YANG
IDEAL BAGI PELANGGAR
Rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang : “Hakim yang ditunjuk
membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”.
Norma didalam pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang adalah persidangan
tilang dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Karna sifatnya persidangan cepat,
tidaklah jadi masalah kalau pelanggar yang benar-benar bersalah diputus tanpa
kehadirannya (in absensia), akan tetapi kemana pelanggar yang tidak bersalah
harus mencari keadilan kalau bukan ke Pengadilan. Rumusan yang akan penulis
kaji adalah rumusan yang paling ideal bagi para pelanggar.
5.1 Rumusan Pasal 7 ayat (1) PERMA No.12 Tahun 2016 : Hakim yang
ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya
pelanggar hanyalah semata-mata mengejar kepastian hukum
Norma tidak mungkin kabur yang ada adalah aturan yang kabur. Karena
norma merupakan perintah atau larangan yang tidak mungkin kabur dan
berkonflik. Contoh: norma hargai orangtua, jangan mencuri dan lain
sebagainya. 1 Seperti kata geoffrey Samuel yang mengemukakan “norma harus
dijabarkan kedalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.2
Kepastian itu jika digabungkan dengan kata hukum sehingga menjadi
kepastian hukum,maka ia memiliki arti kata tersendiri sebagai perlindungan
yustisiabel terhadap tindakan sewenang-sewenang, yang berarti bahwa seseorang
akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
1Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 2015, Op.cit, Hlm.51.
2Ibid.
tertentu.3Muhamad Erwin sendiri menyatakan kepastian hukum berarti kepastian
dalam pelaksanannya,yang dimaksud adalah bahwa hukum yang resmi
diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum bahwa
setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti
dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan
sanksi menurut hukum juga.4Sedangkan menurut Apeldoorn, Kepastian hukum
berarti perlindungan hukum.Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat
dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.5
Penganut tujuan hukum semata-mata adalah mengejar kepastian hukum
adalah kaum “legal positivism” . Kaum legal positivismcenderung melihat hukum
hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum
sebagai sesuatu yang otonom,karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-
aturan hukum, norma-norma hukum  dan asas-asas hukum. Bagi penganut aliran
ini, tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (kepastian
hukum),yang dipersepsikan hanya sekedar kepastian undang-undang. Jadi hukum
dibonsai menjadi sekedar perundang-undang,padahal didalam realitasnya diluar
perundang-undangan masih ada hukum yang lain seperti hukum kebiasaan.
Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik ini,sifatnya hanya sekedar
membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar
menggunakan kacamata kuda yang sempit. 6 Menurut penganut legalistik
ini,meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak
memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas masyarakat, hal itu tidak menjadi
3SoediknoMertokusumo,MengenalHukum;SebuahPengantar,(Liberty,Jogyakarta,1999).Hlm.145.
4Muhamad Erwin, Filsafat Hukum,Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia,
(dalam dimensi  ide dan aplikasi), (Raja Grafindo Persada,Depok,2016).Hlm.199.
5Peter Mahmud Marjuki, Op.cit, Hlm.98.
6Achmad Ali, Op.cit, Hlm. 285.
soal,asalkan kepastian hukum (legal certainty) dapat terwujud. Hukum identik
dengan kepastian.7
Peraturan perundang-undangan yang sesuai telah tersedia dan dapat
langsung diterapkan pada perkara yang bersangkutan, maka sesungguhnya hakim
hanya menerapkan undang-undang sebagaimana dikatakan Montesquieu, bahwa
hakim adalah corong undang-undang (la bouche de la loi).8
Norma yang tertulis didalam Pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang sangat
jelas dan tidak dapat ditapsirkan, yaitu Hakim membuka sidang dan memutus
semua perkara tanpa hadirnya pelanggar. Pelanggar yang tidak puas dan ingin
mengajukan keberatan tidak akan diakomodasi keberatannya dan langsung
diputus bersalah oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut.
Norma pasal tersebut hanyalah mengejar kepastian hukum. Padahal tujuan
hukum bukan hanya kepastian hukum semata, namun juga mengejar nilai keadilan
dan kemanfaatan, sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan Gustaf
Radbruch.
Hakim yang menerapkan perundang-undangan tersebut layaknya corong
undang-undang demi mengejar kepastian hukum. Hakim seperti dibelenggu untuk
tidak bisa keluar dari rumusan pasal tersebut. Sedangkan pihak-pihak yang setuju
akan penerapan hukum yang hanya mengejar kepastian hukum semata adalah
digolongkan kedalam kaum legalistik.
7Ibid, Hlm. 286.
8Parwoto Wignjosumarto, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan
Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi (Varia Peradilan,
Majalah Hukum tahun XXI, Nomor 251, Jakarta, 2006). Hlm.69.
5.2 Mengakomodir keberatan pelanggar dipersidangan adalah rumusan
yang tidak hanya memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian
hukum
Rumusan suatu perundang-undangan yang ideal adalah dengan
mengakomodir tujuan hukum sebagaimana yang diutarakan Fradbruch.
Teori klasik tentang tujuan hukum : Teori etis, tujuan hukum semata-mata
untuk mewujudkan keadilan. Teori utilitas, tujuan hukum semata-mata untuk
mewujudkan kemanfaatan.Teori legalistik, tujuan hukum semata-mata untuk
mewujudkan kepastian hukum. 9 Gustaf Radbruch sendiri telah mengemukakan
teori tujuan hukum yang terdiri atas keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum.
Tiga ratus tahun sebelum masehi, Ulpianus telah menancapkan tiga prinsip
utama hukum alam, yakni honeste vivere (hiduplah dengan jujur), alterum non
laedere( terhadap orang lain disekitarmu janganlah merugikan) dan suum cuique
tribuere (kepada orang lain berikanlah apa yang menjadi haknya). Tiga prinsip
dasar tersebut sebenarnya merupakan dasar sekalian moralitas manusia sehingga
apabila ketiganya diposisikan sebagai perintah, maka perintah itu bersifat perintah
yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia (imperative chategories). Perintah
itulah yang dapat memanusiakan manusia dan menjadikan penegakan hukum yang
humanis, jujur, tidak merugikan orang lain dan adil adalah sifat-sifat penegak
hukum yang humanis tersebut. Ketika hidup itu belum sedemikian complex dan
complicated, ketiga sifat itu mungkin tidak selangka dalam kehidupan sekarang
yang serba instant dan interaksi antar manusia bersumbu pendek dan suka
menerabas seperti istilah yang pernah dipopulerkan oleh antropolog
9 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judisial
Prudence),termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legesprudence), (Prenada Media
Group,Jakarta,2009).Hlm.213.
Koentjoroningrat (1980).10Keadilan itu sendiri apa sesungguhnya?pertanyaan ini
antara antara lain dijawab Ulpianus (200 M),yang kemudian diambil alih oleh
kitab hukumJustianus,dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang
ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya
(Justitia est constans et prepetua voluntas ius suum cuiqe tribuendi).11
Penulis mengambil teori keadilan Ulpianus yaitu kepada orang lain
berikanlah apa yang menjadi haknya/ suum cuique tribuere. Teori keadilan
menurut Ulpianus dicapai tidaklah hanya mengejar prosedural semata. Keadilan
prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet&Selznick hanya bermuara pada
kepastian hukum demi tegaknya rule of law.12
Tujuan Hukum selanjutnya adalah kemanfaatan yang tokoh utamanya
adalah Jeremy Betham. Jeremy Bentham (1748-1832), dengan bukunya
“introduction to the principles of morals and legislation” (1789) merumuskan
prinsip utilitarian sebagai “kebahagiaan yang sebesar mungkin bagi jumlah yang
sebesar mungkin (the greatest happiness of the greatest number). Prinsip ini
menurut Bentham harus mendasari kehidupan politik dan perundangan. 13 Tapi
bagaimana agar hukum benar-benar fungsional menyokong kebahagiaan
itu?menciptakan kebebasan maksimum bagiindividu agar dapat mengejar apa
yang baik baginya. Cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara
10Suteki, Masa Depan Hukum Progresif, (Thafa Media,Jogyakarta,2015).Hlm.63.
11Darji Darmodiharjo dkk, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum
Indonesia), (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995). Hlm.138.
12 Sidharta, Reformasi peradilan, Op.cit, Hlm. 3.
13 Frans Magnis Suseno, Tiga belas tokoh (Sejak jaman Yunani sampai abad ke-19),
(Kanisius,Jogyakarta,1997).Hlm.180.
keamanan individu.Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin
si individu dapat maksimal meraih kebahagiaan.14
Bentham sadar betul bahwa penjelasannya tersebut berpeluang sekali
untuk menjadikan egoisme seseorang yang tak terkekang (cuek pada orang lain).
Karena itu, Bentham mengintroduksi konsep ‘tahu diri’. Dari sinilah Bentham
menghubungkan hak-hak individu (yang tahu diri) dengan kebutuhan-kebutuhan
orang lain,sekaligus (secara tidak langsung) kebahagiaan bagi si individu secara
pribadi. Dengan ‘tahu diri’,tiap-tiap orang saling toleran akan inisiatif dan
kebebasan masing-masing dalam meraih kebahagiaan. Masing-masing individu
tahu mana titik toleransiyang harus dipertahankan dalam meraih kebahagiaan serta
menghindari kesusahan. Titik dimaksud adalah ketika tiap orang menjaga dirinya
sendiri,karena tiap orang tahu hak dan kewajibannya sebagai sesama individu-
individu yang membutuhkan kebahagiaan,dan ketika tiap orang sadar bahwa tiada
seorang individu-pun mau menderita, maka kepentingan umum-pun juga akan
terjamin. Oleh karena itu,hukum harus mampu menyokong penghidupan materi
yang cukup pada tiap individu,mendorong persamaan,memelihara keamanan dan
meraih hak milik.15
Teori kemanfaatan dari Jeremy Betham tersebut menyimpulkan suatu
peraturan dapat dikatakan baik kalau memberikan kebahagiaan bagi individu-
individu/masyarakat luas dan tidak sebaliknya.
Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn dapat diartikan dari beberapa
segi. Pertama : Kepastian Hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang
14W.Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan
(Susunan II), (Raja Grafindo Persada,Jakarta),1994.
15 Carl Joachim Friederich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Nuansa dan Nusa Media,
Bandung,2004).Hlm.119-120.
berlaku untuk masalah-masalah yang kongkret. Kedua ; Kepastian hukum berarti
perlindungan hukum.Dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat
dihindarkan dari kesewenangan penghakiman.16
Teori kepastian hukum dari Apeldoorn tersebut menyatakan suatu
peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat luas dan agar hakim tidak menyimpangi
perundang-undangan karena tindakan menyimpangi undang-undang merupakan
bentuk kesewanang-wenangan yang dapat merugikan para pihak yang terkait
dengan masalah hukum.
Rumusan Pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang adalah Hakim yang
ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
Norma didalam pasal tersebut sudah jelas yakni setiap kali persidangan tilang
dilaksanakan tanpa hadirnya pelanggar dan demi kepastian hukum sebagaimana
teori dari Apeldoorn, Hakim tidaklah dapat menyimpangi norma hukum tersebut
dengan menyidangkan perkara pelanggaran lalu lintas, kalau itu dilakukan Hakim
telah melakukan tindakan yang sewang-wenang.
Rumusan pasal pidana pelanggaran lalu lintas yang ideal dimana salah satu
cara untuk menemukan rumusan tersebut adalah dengan cara melakukan
penapsiran. Pelanggar yang keberatan atas dakwaan/slip pelanggaran dari
kepolisian memohon agar diberikan waktu dipersidangan untuk mempertahankan
haknya, kalau dirinya tidak bersalah sebagaimana dakwaan tersebut.
Hakim haruslah dapat menapsirkan rumusan perundang-undangan yang
dnilai jauh dari rasa keadilan menjadi memiliki nilai-nilai keadilan dan
16 Peter Mahmud Marzuki,op.cit, hlm.98.
menerapkan didalam persidangan. Yang jadi pertanyaan, bolehkan Hakim pidana
melakukan penapsiran terhadap pasal didalam peraturan perundang-undangan,
untuk Hakim perdata sendiri sudah menjadi hal biasa menapsirkan rumusan pasal
perundang-undangan.
Mengenai pemakaian penapsiran hukum perdata kedalam hukum pidana,
dapat kita baca Jonkers yang menunjuk penapsiran yang tercantum dalam pasal
1342 dan seterusnya BW, yang mengatakan bahwa jika kata-kata jelas, maka
dipakai kata-katanya yang ada disitu, jadi bukan maksudnya, jika dinilai kata-
katanya tidak jelas dan dapat ditapsirkan bermacam-macam maka dipakai
maksudnya (de bedoeling). Jika dipilih dua macam pengertian, maka yang dipakai
ialah yang dapat dilaksanakan. Ketentuan hukum perdata ini dapat dipakai juga
untuk hukum pidana kata Jonkers, dengan alasan kesatuan hukum, kedua karena
perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang dan ketiga ditunjuknya arrest Hoge
Raad yang menerapkan interprestasi ini, yaitu putusan tanggal 12 November 1900
W. 7525 dan 21 Januari 1929 (N.J.1929, blz.709).17Untuk penapsiran sendiri oleh
Hakim Pidana sudah ada dasar hukumnya.
Hoge Raad belanda pada tahun 1921 memutuskan bahwa pasal 310 KUHP
belanda yang sama dengan pasal 362 KUHP Indonesia meliputi juga pencurian
aliran listrik untuk kerugian suatu perusahaan listrik. Pencurian dalam pasal
tersebut dirumuskan sebagai mengambil barang.18Putusan Hoge Raad tersebut
menjadi sumber hukum Hakim pidana dalam menapsirkan suatu rumusan
pasal.Sumber formal hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan, traktat,
17Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit, Hlm.109-110.
18Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, Op.cit, Hlm.49.
perjanjian dilapangan keperdataan (kontrak), yurisprudensi, kebiasaan dan
doktrin.
Doktrin dari Andi Hamzah sendiri setelah menapsirkan Pasal 27 Undang-
undang pokok kekuasaan kehakiman mengatakan, bahwa “Hakim sebagai
penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Ini berarti Hakim harus menemukan
hukum.Tetapi apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi hukum perdata dan adat,
tidak berlaku untuk hukum pidana karena nullum crimen sine lege stricta dalam
pasal 1 ayat (1) KUHP?Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut
tidak mengatakan tidak berlaku kewajiban hakim untuk menggali hukum yang
hidup bagi hukum pidana.19
Penapsiran adalah apabila dari suatu kata-kata peraturan hukum tidak
terlihat, tetapi dengan suatu cara pikiran disimpulkan bahwa suatu kejadian atau
peristiwa tertentu dimaksudkan turut teratur juga. 20
Paul Scholten menegaskan ‘tiap undang-undang, juga terbaik dirumuskan,
memerlukan penapsiran’.21Portalis sebagai salah seorang perancang Code Civil,
dalam discours preliminaire du projet de code civil tahun 1804 menyatakan
“Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, didalam praktik tidak akan
dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada
Hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis tetap seperti apa yang
tertulis. Sebaliknya manusia tidak pernah berhenti bergerak.22
19Andi Hamzah, Op.cit, Hlm.108.
20Ibid, Hlm. 48.
21 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (akar filosofis),
(Genta,Jogjakarta,2013).Hlm.167.
22Peter Mahmud, Op.cit, Hlm. 187.
Motede interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum.23
1. Gramatikal (objektif) : penapsiran menurut bahasa,antara lain dengan
melihat definisi leksikal-nya, contoh : istilah menggelapkan barang
(pasal 41 KUHP) diartikan sebagai menghilangkan atau mencuri
barang.
2. Otentik : Penapsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam
peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan dalam bagian
penjelasan (MvT), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam
rumusan pasal lainnya. Contoh : semua kata penyidik yang ada dalam
KUHAP harus ditapsirkan sesuai dengan bunyi pasal 1 KUHAP
tersebut, yaitu pejabat Polisi NRI atau PPNS yang diberi wewenang
khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan.
3. Teleologis (sosiologis) : Penapsiran berdasarkan tujuan
kemasyarakatan. Contoh ;pasal 534 KUHP tentang tindakan
mempertunjukan alat kehamilan mengalami dekriminalisasi demi
tujuan sosiologis (sejalan dengan  program KB).
4. Sistematis (logis) : Penapsiran yang mengaitkan suatu peraturan
dengan peraturan lainnya. Contoh ketentuan tentang pengakuan anak
dalam KUHPerdata ditapsirkan sejalan dengan ketentuan pasal 278
KUHPidana.24
5. Historis (subjektif) : penapsiran dengan menyimak latarbelakang
sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu.
Contoh kata ‘indonesia asli’  dalam pasal 6 UUD 1945 (sebelum
23Ibid.
24 Sudikno Mertokusumo dkk, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Citra Aditya Bakti,
Yogyakarta,1992).Hlm.33.
perubahan III) ditafsirkan menurut pemikiran yang muncul dalam
sidang BPUPKI dan PPKI tahun 1945.
6. Komparatif : Penapsiran dengan cara membandingkan peraturan pada
suatu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada sistem hukum
lainnya. Contoh : syarat-syarat gugatan kelompok dalam pasal 46 UU
Perlindungan konsumen ditapsirkan dengan memperbandingkan
dengan syarat-syarat clas action menurut pasal 23 US Federal Rule of
civil procedure.
7. Futuristis (antisipatif) : penapsiran dengan mengacu kepada rumusan
dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicita-citakan (ius
constituendum). Contoh : rumusan delik pencurian atas informasi
elektronik via internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan
dalam rancangan undang-undang Teknologi Informasi (yang belum
secara formal berlaku sebagai sumber hukum).25
8. Restriktif : Penapsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan.
Contoh : tetangga dalam pasal 666 KUHPerdata harus berstatus
pemilik rumah disebelah tempat tinggal seseorang.
9. Ekstensif : Penapsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan :
contoh : istilah tetangga dalam pasal 666 KUHPerdata ditapsirkan
tidak harus sipemilik,tetapi juga mereka yang berstatus penyewa dari
rumah disebelah tempat tinggal seseorang.
25Ibid, Hlm.170.
Pasal 4 Perma No.12 Tahun 2016 merumuskan : “Perkara pelanggaran lalu
lintas yang diputus oleh Pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya Pelanggar”.26
Rumusan Pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang bertentangan dengan
rumusan Pasal 4 tersebut, padahal salah satu syarat untuk mencapai suatu
kepastian hukum adalah tidak adanya pertentangan diantaranya pasal yang satu
dan yang lain dengan kata lain konsisten dalam perumusannya.27
Penapsiran yang digunakan Penulis dalam penulisan tesis ini adalah
dengan menggunakan penapsiran otentik yaitu penapsiran menurut batasan yang
dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan dalam bagian
penjelasan (MvT), rumusan ketentuan umumnya, maupun dalam rumusan pasal
lainnya. Oleh karena Pasal 4 Perma Tilang membolehkan persidangan dilakukan
dalam perkara pelanggaran lalu lintas, maka Pengadilan tidaklah menyalahi aturan
kalau melakukan persidangan pelanggaran lalu lintas khususnya bagi pelanggar
yang keberatan.
Pengadilan Negeri yang mau menerima keberatan para pelanggar atas
tindakan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas dengan menyidangkan keberatan
tersebut telah melakukan penapsiran rumusan Perma No.12 Tahun 2016, dimana
penapsiran yang digunakan adalah penapsiran otentik.
Dalam praktek telah ada contoh di Pengadilan Negeri Tegal yang telah
menerima mengabulkan keberatan pelanggar yang keberatan akibat telah
dilakukan penindakan oleh Polisi Lalu Lintas, Pengadilan Negeri Tegal telah
melakukan persidangan dengan menggunakan penapsiran otentik, dengan kasus
sebagai berikut:
26Buku Kebijakan Himpunan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
27Isrok, Op.cit,Hlm.92.
Pelanggar atas nama Abdul Syukur telah ditilang oleh anggota Kepolisian
Polres Tegal Kota Satuan Lalu Lintas atas nama Ade Sugiono pada hari Kamis
tanggal 4 Oktober 2018 dengan dakwaan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Pasal 275 (1)
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada
fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1)”.Pasal 25 ayat (1) “Setiap Jalan yang digunakan untuk
Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: (a).
Rambu Lalu Lintas, (b). Marka Jalan, (c). Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, (d).
alat penerangan Jalan, (e). alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, (f). alat
pengawasan dan pengamanan Jalan, (g). fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan
penyandang cacat dan (h). fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
Pelanggar tersebut merasa keberatan karena merasa dirinya tidak bersalah
seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pelanggar tersebut meminta
keadilan kepada Pengadilan Negeri Tegal agar keberatannya disidangkan.
Pengadilan Negeri Tegal pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018
menyidangkan keberatan tersebut dengan pengadil yang bernama Frans Effendi
Manurung, SH, MH. Hakim Frans Effendi Manurung adalah contoh dari Hakim
Progresif, Hakim yang corong Undang-Undang yang hanya melaksanakan
perintah Undang-Undang walaupun Undang-Undang tersebut kurang memiliki
nilai-nilai keadilan.
Hakim Frans Effendi Manurung, SH, MH adalah contoh Kebebasan hakim
yang telah menemukan hukum bukan menciptakan hukum.
Penulis berkesimpulan Hakim Frans Effendi Manurungtelah merumuskan
hukum yang telah tercantum didalam Pasal 4 PERMA tentang Tilang. Hakim
Frans Effendi Manurung bukanlah Hakim yang membuat hukum baru (creation of
new law), seperti pendapat Mochtar Kusuma Atmadja yang berpendapat karena
fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya
melengkapi ketentuan – ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum
(rechtvorming) dan penemuan hukum (rechtsvinding).
Rumusan Pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang belumlah memiliki rasa
keadilan, apa yang bisa Hakim lakukan? Hakim harus progresif jangan
terbelenggu dengan rumusan-rumusan teks yang ada di perundang-undangan
contohnya adalah Hakim Frans Manurung, SH, MH.
Para penegak hukum yang berjihad untuk memunculkan kekuatan hukum
akan senantiasa memeras dan mendorong kata-kata dari teks hukum itu sampai
ketitik paling jauh (ultimate) sehingga kekuatan hukum keluar dari
“persembunyiannya”. Pengadilan tidak lagi semata-mata menjadi tempat untuk
menerapkan undang-undang melainkan menjadi tempat untuk menguji “sampai
sejauh mana kekuatan kalimat undang-undang” itu.Hakim bukan lagi “/es
bouches, qui prononcent les paroles de laloi” (mulut yang mengucapkan kata
undang-undang), melainkan seorang vigilante atau mujtahid.28
Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses for the truth
(pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai
penggagas hukum progresif mengatakan bahwa rule breaking sangat penting
dalam sistem penegakan hukum.Dalam penegakan hukum hakim harus berani
membebaskan diri daripola baku, dan cara yang demikian sebenarnya banyak
yang terjadi. Menurut Satjipto Rahardjo (2005), ada tiga cara untuk melakukan
rule breaking, pertama dengan menggunakan kecerdasan spritual untuk bangun
dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama; kedua
melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam
menjalankan hukum dan bernegara hukum; dan ketiga, hukum hendaknya
dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi denganperasaan, kepedulian
dan keterlibatan (compassion) kepada kelompok yang lemah.29
Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus
terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukan banyak
kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansif.
Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup-pun, akan
berjalan sistimatis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti. Tidak
ada kekeliruan didalamnya, seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggalpencet
tombolmaka keadilan begitu saja akan diciptakan pula. Formalisme telah
28Satjipto Rahardjo, Op.cit, Hlm.117-118.
29Suteki, Masa Depan Hukum Progresif,(Thafa Media,Jogjakarta,2015).Hlm.38.
melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan
memasukan kita kedalam kerangkeng hipokrisi penegakan hukum.30
Rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang apabila dikaitkan dengan
teori tujuan hukum dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Apabila dikaitkan dengan teori keadilan, Perma tentang tilang tersebut
tidak dapat dikatakan adil karena keadilan berdasarkan Ulpianus
adalah memberikan seseorang itu yang sudah menjadi haknya. Hak-
hak Pelanggar yang hilang akibat diberlakukannya Perma tentang
tilang adalah:
a. Kehadiran pelanggar untuk mempertahankan haknya dimuka
persidangan.Mempertahankan hak adalah hak asasi dari setiap
warga  negara tanpa membeda-bedakan latar-belakang dan status
sosial dari warga negara tersebut, sebagaimana rumusan di dalam
konstitusi“segala warga negara bersamaan kedudukannya
didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
b. Hak untuk mendapatkan keadilan. Keadilan merupakan hal yang
sangat mendasar dalam kehidupan manusia yang terus
diperjuangkan setiap individu dan masyarakat untuk memperoleh
kehidupan yang lebih baik,aman dan sentosa. Hak yang dimiliki
seseorang merupakan hak asasi yang wajib diperlakukan secara
adil didalam segala aspek kehidupan termasuk diantaranya untuk
memperoleh keadilan didalam proses persidangan.Hak untuk
30Ibid, Hlm.39.
mendapatkan keadilan adalah merupakan hak asasi dari setiap
manusia, sebagaimana rumusan Undang-Undang tentang Hak
Asasi Manusia (HAM) yaitu : “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakukan hukum yang
adil serta mendapatkan kepastian hukum dalam semangat didepan
hukum”.
c. Hak untuk tidak dipidana sebelum dinyatakan bersalah didepan
persidangan. Pelanggar yang dipidana tanpa dinyatakan bersalah
terlebih dahulu dipersidangan maka pemidanaan tersebut termasuk
pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh setiap orang,
sebagaimana rumusan Undang-Undang tentang Hak Asasi
Manusia“Setiap orang yang ditangkap,ditahan, dan dituntut
karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak
dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara
sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan
hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan”.
d. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kewajiban negara
untuk melindungi setiap warganya sebagaimana telah diatur
didalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yakni:
“Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan
yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”.31
Pelanggar tidak mendapatkan perlindungan yang adil dari
31Pasal 5 ayat (2) UU No. 39 tahun 2009.
pengadilan dimana pelanggar telah dihukum sebelum diambil
keterangannya didepan persidangan.
e. Hak untuk mendapatkan kebenaran materiil. Hak ini mengandung
prinsip kebenaran materiil (materiale waarheid) yaitu pemeriksaan
perkara pidana yang ditujukan untuk menemukan kebenaran yang
sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. 32 Pelanggar tidak
dapat menemukan kebenaran materiil kalau haknya mengikuti
persidangan tidak dapat dilakukan.
f. Hak untuk mengikuti persidangan untuk umum. Hak ini memuat
prinsip agar setiap persidangan dilakukan secara terbuka untuk
dapat disaksikan oleh umum. Masyarakat dapat menyaksikan dan
mengontrol agar jalannya sidang dapat berjalan dengan tujuan
tanpa ada pemihakan. Hak untuk mengikuti persidangan adalah hak
yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang tanpa
diskriminasi seperti yang termuat didalam rumusan Undang-
Undang tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang tanpa
diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam
perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili
melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai
dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif
oleh hukum yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang
adil dan benar”.
32 H.P Panggabean, Hukum pembuktian teori-praktek dan yurisprudensi Indonesia, (Alumni,
Bandung).Hlm.77.
2. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum Apeldoorn, Pasal 7
ayat (1) Perma tentang Tilang adalah sudah jelas bahwasannya Hakim
haruslah membuka dan memutus semua perkara pelanggaran lalu lintas
tanpa hadirnya pelanggar. Hanya saja Perma tentang Tilang tersebut
tidaklah konsisten didalam perumusannya. Karena didalam pasal 4
dirumuskan “Perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh
Pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar”, dengan kata
lain pasal 4 Perma tentang Tilang masih membolehkan pelanggar
untuk menghadiri persidangan pelanggaran lalu lintas.
3. Apabila dikaitkan dengan teori kemanfaatan Jeremy Betham yakni
suatu perundang-undangan dikatakan berhasil kalau membuat
individu-individu bahagia.Hukum harus mampu menyokong
penghidupan materi yang cukup pada tiap individu,mendorong
persamaan,memelihara keamanan dan meraih hak milik. Antara
pelanggaran dan kejahatan unsur kesalahannya haruslah tetap
dibuktikan, didepan persidangan, individu-individu pasti tidaklah
berbahagia kalau didalam Perma tilang tidak dilakukan persidangan.
Kalau individu yang jelas-jelas bersalah pastilah tidak
mempermasalahkan hal tersebut, akan tetapi individu yang yakin tidak
bersalah pasti menghendaki persidangan. Perma pasal 7 ayat (1)
tentang tilang dapat lebih bermanfaat kalau mengakomodir keberatan
dari pelanggar tilang.
Atas kelemahan rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang, Penulis
menawarkan Konsep rumusan yang bukan hanya mengejar kepastian hukum akan
tetapi juga tidak mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan dapat memberikan
manfaat bagi orang banyak adalah dengan mengakomodir keberatan pelanggar
lalu-lintas, sehingga konsep rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang Tilang
adalah: “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara





Kesimpulan atas hasil dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat
oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Sistem persidangan tilang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 ayat
(1) PERMA No.12 tahun 2016 dimana Hakim tunggal membuka sidang
dan memutus perkara tilang tanpa kehadiran pelanggar tanpa terkecuali
bertentangan dengan pasal 214 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang
KUHAP dimana pelanggaran tilang tetap disidangkan didepan persidangan
yang terbuka untuk umum.
2. Hakikat pembuktian tindak pidana pelanggaran, tidaklah cukup hanya
perbuatan saja yang dibuktikan akan tetapi juga haruslah ada unsur
kesalahan didalamnya, sebagaimana tersirat didalam penjelasan pasal 184
KUHAPidana yaitu dalam acara pemeriksaan cepat,keyakinan hakim
cukup didukung satu alat bukti yang sahsehinggabaik kejahatan maupun
pelanggaran,unsur kesalahan harus dibuktikan.
3. Konsep rumusan pasal 7 ayat (1) Perma tentang tilang yang memiliki nilai
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang sejalan dengan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan dan asas setiap orang dapat
mempertahankan haknya dimuka persidangan adalah: “Hakim yang
ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya
pelanggar kecuali terhadap pelanggar yang keberatan dapat dilakukan
dipersidangan”.
1.2 SARAN
Saran yang dapat penulis ajukan dalam penulisan tesis ini adalah:
1. Agar para pelanggar pada persidangan tilang tetaplah dilakukan
pemanggilan supaya memenuhi persyaratan pasal 6 ayat 1 huruf (b)
undang-undang darurat No.1 tahun 1951, LN No.9/1951, demi keabsahan
persidangan in absensia.
2. Agar Hakim menyelenggarakan Persidangan tilang didepan para pelanggar
yang keberatan untuk dapat menentukan salah atau tidaknya pelanggar
menurut hukum.
3. Agar Mahkamah Agung mengakomodir dan melakukan revisi pasal 7 ayat
(1) Perma No.12 tahun 2016 dengan rumusan : “Hakim yang ditunjuk
membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar
kecuali Pelanggar yang merasa keberatan” agar memenuhi rasa keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum.
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P E N E T A P A N
NOMOR 17.716 S/D 18.517/Pid.LL/2018/PN.Tgl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana Lalulintas telah memberikan penetapan sebagai berikut :
Abdul Syukur, Tempat tanggal lahir : Tegal 06 Desember 1952, jenis
kelamin Laki – laki , Kebangsaan Indonesia, Alamat
Jalan Cendrawasih 13/6 RT 07 / RW 05 Kelurahan
Randugunting, kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal,
Pekerjaan Pensiunan PNS, selanjutnya disebut
sebagai PELAWAN
MELAWAN
Ade Sugiono, SH, Tempat /tanggal lahir : Tegal 12 Mei 1986, Jenis
kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat
Jalan Jepara Perum Nirwana Residen RT 03/RW04
Kelurahan Margadana Kecamatan Margadana,
Pekerjaan Polisi, selanjutnya disebut sebagai
TERLAWAN
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ;
Setelah mendengarkan perlawanan yang diajukan pelawan secara
lisan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanan yang dicapkan
secara lisan telah menyampaikan bahwa Pelawan tidak merasa melakukan
pelanggaran lalulintas sebagaimana yang disimpulkan Terlawan ;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan Perlawanannya pelawan
dalam persidangan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi akan
tetapi secara lisan dipersidangan mengungkapkan pelawan tidak pernah
melakukan pelanggaran lalulintas;
Menimbang, bahwa selanjutnya atas perlawanan yang diajukan
pelawan terlawan telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Terlawan
bersama dengan anggota polisi dari satuan lalulintas Polres Tegal kota
tepatnya di jalan KH Ahmad Dahlan Kota telah melakukan rajian rutin harian
dan saat dilakukan penindakan ternyata pelawan telah melanggar rambu
lalulintas perboden sehingga terhadap pelawan yang telah melakukan
pelanggaran lalulintas tersebut pelawan dikenakan pasal 275 ayat (1)
Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan
Jalan ;
Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung
Hakim berpendapat bagi setiap warga negara yang merasa dirinya tidak
melakukan pelanggaran lalulintas maka orang tersebut diberikan ruang
hukum untuk mengajukan perlawanan dimana berdasarkan peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Perkara Pelanggaran Lalulintas khususnya dalam
pasal 7 ayat (4) menyatakan bagi yang berkeberatan dengan adanya
penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan
perlawanan pada hari itu juga ;
Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan aturan hukum diatas
ternyata Pelawan dalam hal ini tidak bisa membuktikan jika dirinya tidak
melakukan pelanggaran lalulintas sebagaimana didalilkannya sebaliknya
Terlawan dalam hal ini dapat membuktikan bantahannya bahkan lebih
daripada jika mengacu pada ketentuan hukum diatas ternyata telah
menggariskan bahwa orang yang dapat mengajukan keberatan adalah orang
yang dikenakan hukuman perampasan kemerdekaan sedangkan dalam
perkara ini Pelawan hanya dikenakan hukuman denda sehingga berdasarkan
pertimbangan hukum diatas maka perlawanan pelawan harus ditolak ;
3
Mengingat Pasal 7 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalulintas serta peraturan hukum yang berlaku :
M E N E T A P K A N
1. Menolak Perlawanan Pelawan
2. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil.
Demikian ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh
kami FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH Hakim pada Pengadilan
Negeri Tegal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut dibantu LILIK LINTIAWATI Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tegal dengan dihadiri Pelawan dan Terlawan
PANITERA PENGGANTI HAKIM
TTD TTD
LILIK LINTIAWATI FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH
